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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul ‚Analisis Kaidah Darurat Sebagai Pertimbangan Hakim 

Menerima Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasuruan (Penetapan 

No. 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas‛. Dengan rumusan 

masalah (1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim menerima permohonan dispensasi 

nikah dalam penetapan no. 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas. 

(2) Bagaimana kekuatan dasar pertimbangan hakim menerima permohonan 

dispensasi nikah dalam penetapan No. 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 

0206/Pdt.P/2019/PA.Pas ditinjau dari kaidah darurat. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode 

pemecahan masalah dengan mengumpulkan data lalu disusun, dijelaskan, dianalisis 

dan diintersprestasikan dan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni 

bermula dari hal-hal yang bersifat umum yaitu peraturan undang-undang yang 

mejelaskan tentang perkawinan, khususnya dalam hal dispensasi nikah. Data yang 

digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Pasuruan 

selalu menggunakan kaidah ‚Keadaan darurat dapat menyebabkan dibolehkannya 

segala yang dilarang‛ dan ‛Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari 

kemaslahatan‛ sebagai dasar penetapan permohonan dispensasi nikah. Penetapan 

keputusan hakim yang hanya mempertimbangkan kondisi darurat akan kekhawatiran 

adanya tindakan di luar nikah tidak mendapat dispensasi nikah tanpa memberikan 

aturan-aturan mengikat yang dapat menghindarkan mereka dari kemungkinan buruk 

pernikahan dini, adalah sebuah keputusan yang kurang adil dan bijaksana. Dispensasi 

nikah diberikan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar di awal 

(hubungan seksual pra-nikah), namun juga harus ada upaya untuk menutup 

kemungkinan buruk atau kemudharatan yang tidak kecil di masa yang akan datang 

(pasca menikah) dalam bentuk peraturan atau sanksi. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan aparat penegak hukum 

(hakim) senantiasa menegakkan hukum sesuai peraturan dan pertimbangan 

kemaslahatan masyarakat dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya dan 

supaya lebih memahami pertimbangan-pertimbangan kebijakan terutama dalam 

penerapan kaidah fiqh dalam sebuah putusan. 
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 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. 

Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-

Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.
1
Perkawinan dalam 

istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian 

untuk meningkatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk 

menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar 

sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu 

kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan 

ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.
2
 

Ikatan dalam perkawinan merupakan suatu bentuk penyatuan dua 

kepribadian karena satu sama lainnya harus saling melengkapi untuk 

menggapai keridhaan-Nya. Disinilah letak kesucian ikatan perkawinan yaitu 

untuk menggapai ridha Allah SWT. Kemudian telah dijelaskan tentang 

pentingnya perkawinan dalam rangka membina dan rahmah. 

                                                           
1
H. M. A. Tihami dan Sohar Sahrani,fikih Munakahat (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), 6. 

2
Ny. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty 

Yogyakarta, 2007), 8. 
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2 

 

Seperti yang dijelaskan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 

21 : 

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحَْْةً  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ  إِنَّ فِ ۚ  وَمِنْ آيََتهِِ أنَْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِيَ ْ
لَِ  َ يََ تٍ لَِ وْ تٍ  َ تَ فَكَُّ ونَ   َ  

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari njenismu sendiri, supara kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
3
 

Penjelasan ayat diatas yaitu manusia diciptakan berpasang-pasangan 

dan melangsungkan perkawinan yang awalnya mereka tidak saling kenal dan 

kadang kala mereka mendapatkan pasangan yang berjauhan. Tetapi dalam 

memasuki dunia perkawinan, mereka begitu menyatu dalam keharmonisan, 

dan juga menciptakan rasa kasih sayang dan rahmat (mawaddah wa rah}mah). 

Dalam kitab-kitab fikih juga tidak dibicarakan usia layak untuk 

melangsungkan perkawinan, bahkankitab-kitab fikih memperbolehkan kawin 

antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut 

dinyatakan secara jelas maupun secara tidak langsung sebagaimana setiap 

kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak 

yang masih kecil atau perawan.
4
Pada pasal 7 ayat (1) UU nomor 1 tahun 

                                                           
3
Depag RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Bandung: Jumatul Ali,2005), 367. 

4
Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-

Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), 66. 
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1974 ditegaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah 

mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”.
5
 

Batasan umur ini diatur tidak lain untuk kemaslahatan bagi keluarga dan 

rumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam KHI yang disebutkan pada 

pasal 15 ayat (1). 

Perlu diketahui anak merupakan penentu masa depan suatu negara, 

maka anak yang mempunyai masa depan yang baik mampu memajukan 

negara dengan baik pula. Menjamin masa depan anak membutuhkan 

pengaturan supaya hak dari anak tersebut terlindungi, seperti Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 

Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, dapat dilihat dengan 

adanya kasus perkawinan anak dibawah umur.Walaupun dalam aturan 

tertulis UU No. 1 Tahun 1974 melarang pernikahan di bawah umur 19 tahun 

bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, namun Undang-undang masih 

memberi celah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.  

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk mengabulkan 

permohonan dispensasi nikah ketika ada yang mengajukan izin dispensasi 

nikah, seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974. 

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap 

                                                           
5
Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
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anak di bawah umur yang berlaku sejak disahkannya Undang-undang 

perkawinan dalam peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 pasal 13, 

yaitu : “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan 

calon istri belum mencapai 16 tahun  hendak melaksanakan pernikahan harus 

mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Permohonan Dispensasi Nikah 

bagi mereka harus diajukan oleh ke dua orang tua pria atau wanita kepada 

Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggalnya”.
6
 

Dalam buku yang berjudul Indahnya Pernikahan Dini oleh 

Muhammad Fauzil Adhim dinyatakan bahwa masa usia remaja bergerak 

antara usia 13 sampai 18 tahun dengan dimungkinkan terjadinya percepatan 

sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh 

stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik. Lingkungan sosial yang 

lebih mendewasakan serta rangsangan-rangsangan media masa, utamanya 

media masa audio-visual pada usia sekitar 18 tahun sampai 22 tahun 

seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir. Jika 

perkembangannya berjalan normal seharusnya dewasa selambat-lambatnya 

pada usia 22 tahun, dan usia menikah yang relatif adalah pada usia 20-24 

tahun.
7
 

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan 

kehidupan berumah tangga pada umumnya dititikberatkan pada kematengan 

                                                           
6
K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. VI, 1980) 

7
Mohammad Fauzil Adhim, Indahnya Pernikahan Dini (Jakarta:Gema Insani, 2002),  21. 
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jasmani dan kedewasaan pikiran orang serta tanggungjawab sebagai suami 

dalam rumah tangganya, itu merupakan patokan umur bagi para pemuda 

kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya pernikahan 

lebih cepat, bagi seorang gadis usia perkawinan itu karena berkaitan dengan 

kehamilan dan kemungkinan besar setelah melangsungkan perkawinan akan 

terjadi kehamilan maka perlu memperhitungkan kematangan jasmani dan 

rohaninya yang memungkinkan ia mendapat menjalankan tugas sebagai 

seorang istri dan sekaligus sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya, jika 

diambil patokan yang paling bagus bagi seorang gadis untuk menjalankan 

perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia batas terendah bagi 

seorang gadis adalah 18 tahun karena pada umur 18 tahun seorang wanita 

sudah mencapai tingkat kematangan biologis seorang wanita.
8
 

Keberadaan adanya ketentuan batas usia dini seharusnya menjadikan 

angka pemberian dispensasi nikah menurun tapi hal tersebut tidak serta-

merta mengalami penurunan, dikarenakan majelis hakim dalam putusannya 

memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari mas{lah}ah dan mud{arat 

antara dikabulkan maupun ditolak dari permohonan dispensasi nikah 

tersebut, sisi mas{lah}ah dan mud{arat pemberian dispensasi inilah yang perlu 

dipertimbangkan. 

                                                           
8
Sutan Marajo Nasaruddin Latif, Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga (Bandung: 

Pustaka Hidayah, 2001),  23 
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Penerapan maslahat sangat terkait dengan kondisi dan situasi yang 

melingkupnya, dengan berarti maslahat diterapkan karena adanya tuntutan 

yang begitu kuat untuk mengambil kebijakan hukum yang memihak 

kepentingan masyarakat demi menghindar dari kerusakan atau kebinasaan.  

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan definisi sebagai berikut : 

“Darurat ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat 

berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi 

kerusakan (dharar) atau sesuatu yang menyakitkan jiwa, anggota 

tubuh kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya. Ketika 

itu boleh atau tak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, 

atau meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu 

pelaksanaannya guna menghindari kemudaratan yang diperkirakannya 

dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang 

ditentukan oleh syara”.
9
 

Jadi, darurat adalah sesuatu yang tingkat keperluannya mencapai 

tingkat yang paling puncak dan keadaan yang paling sulit, sehingga orang 

berada dalam bahaya yang mengancam jiwa, harta dan semisalnya. 

Putusan sebagai salah satu produk Pengadilan Agama yang dihasilkan 

seorang hakim sebagai hasil pemeriksaan perkara dipersidangan. Seperti 

halnya yang terjadi pada putusan hakim di Pengadilan Agama Pasuruan no. 

0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas mengabulkan 

permohonan nikah dibawah umur dengan alasan kemaslahatan dikarenakan 

                                                           
9
Wahbah al-Zuhaili, Nazariyah al-darurah al-Syar’iyyah Muqarannah Ma’al-Qanun al-Wad’I, (Cet. I; 

Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 71. 
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ke dua calon pria dan wanita sudah bertunangan selama 2 tahun dan calon 

pria dianggap sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta 

telah bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan tetap setiap 

bulannya Rp.2.000.000,00, padahal umur dari calon wanitanya masih umur 

14 tahun dan umur calon prianya 15 tahun, atau belum mencapai batas 

minimal umur yang ditetapkan undang-undang No 1 Tahun 1974.  

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama Pasuruan, majelis hakim 

mempunyai alasan-alasan yang dapat dijadikan patokan demi memenuhi 

kemaslahatan yang sejatinya harus terpenuhi dalam setiap ketetapan 

dispensasi nikah dan demi memenuhi apa yang diinginkan syariat. Meskipun 

sudah di kira memenuhi unsur kemaslahatan, hakim juga harus 

mempertimbangkan apa yang terjadi jika permohonan dispensasi nikah 

dikabulkan ketika para pemohon terlalu dini untuk melakukan pernikahan 

serta penggunaan kaidah fiqiyah sebagai dasar alasan pengabulan 

permohonan dispensasi nikah yang dikatakan dalam keadaan darurat 

tersebut. 

Dengan demikian skripsi saya ini berjudul “ Analisis Kaidah Darurat 

Sebagai Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Dispensasi Nikah 

Dalam Penetapan No.0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas 

di Pengadilan Agama Pasuruan ”. 
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, banyak permasalahan-

permasalahan yang bisa di identifikasi diataranya sebagai berikut : 

1. Identifikasi masalah 

a. Usia nikah dalam hukum positif di Indonesia 

b. Prosedur pengajuan dispensasi nikah 

c. Alasan-alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan 

dispensasi nikah 

d. Pertimbangan kemaslahatan pada perkara dispensasi nikah 

e. Dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Pasuruan menerima dispensasi nikah dalam penetapan no. 

0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas. 

f. Analisis kaidah darurat sebagai pertimbangan hakim dalam menerima 

dispensasi nikah dalam penetapan no. 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 

0206/Pdt.P/2019/PA.Pas. 

2. Batasan Masalah 

a. Dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Pasuruan menerima dispensasi nikah dalam penetapan no. 

0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas. 
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b. Analisis kaidah daruratsebagai pertimbangan hakim dalam menerima 

dispensasi nikah dalam penetapan no. 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 

0206/Pdt.P/2019/PA.Pas. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan maasalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui 

penelitian. Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, agar lebih 

tepat dan terarah, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menerima permohonan dispensasi 

nikah dalam penetapan no. 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 

0206/Pdt.P/2019/PA.Pas? 

2. Bagaimana relevansi dasar pertimbangan hakim menerima permohonan 

dispensasi nikah dalam penetapan no. 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 

0206/Pdt.P/2019/PA.Pas ditinjau dari kaidah darurat? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 

yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga 

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.
10

 

                                                           
10

Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan 

Hukum, 2016),  8. 
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Dalam hal ini ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan 

dispensasi nikah. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini yaitu: 

1. “Studi Kasus Dikabulkannya dan Ditolaknya Dispensasi Kawin Dibawah 

Umur Di Pengadilan Agama Sidoarjo”
11, 

oleh Mulyawati tahun 2003. 

Skripsi ini menjelaskan tentang mengambil beberapa kasus di pengadilan 

Agama Sidoarjo dan mengkonsentrasikan pembahasannya pada alasan 

penolakan dan penerimaan permohonan dispensasi nikah. 

Kesimpulannya, Pengadilan Agama Sidoarjo menolak permohonan 

dispensasi nikah karena pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti 

beberapa akta kelahiran dan tidak ada kesungguhan dari pemohon 

terhadap permohonannya yang dibuktikan dari tidak hadirnya 

permohonan dalam persidangan yang telah ditentukan. Sedangkan 

dikabulkannya permohonan dispensasi nikah karena terbuktinya alasan 

pemohon yang didasarkan atas keyakinan Hakim dengan melihat adanya 

unsur kemaslahatan dan kemadaratan.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama 

meneliti perihal permasalahan mengenai dispensasi nikah. Sedangkan 

perbedaannya yaitu terletak pada pengabulan dispensasi nikahnya, di 

pengadilan agama sidoarjo hakim menolak pemohonan dispensasi nikah 

tersebut karena pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti yang 

                                                           
11

Mulyawati, “Studi Kasus Dikabulkan dan Ditolaknya Dispensasi Kawin Dibawah Umur di 

Pengadilan Agama Sidoarjo” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2003)  
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dihadirkan didalam persidangan. Dalam penelitian ini menjelaskan 

mengenai dasar pertimbangan hakim yang digunakan untuk mengabulkan 

permohonan dispensasi nikah. 

2. “Analisis Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah 

Umur Akibat Hamil Diluar Nikah Pengadilan Agama Tuban”
12

, oleh M. 

Khamdani akhyar. Skirpsi tersebut menjelaskan tetang beberapa hal yang 

mendasari dari pemberian dispensasi nikah kepada anak di bawah umur 

diantaranya :  pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang penyimpangan batas umur minimal perkawinan. Pasal 15 ayat 1 

dan 2 KHI tentang calon mempelai.  

Serta kaidah yang menyatakan mendahulukan menghindari keburukan 

diatas mencari kemaslahatan. Dalam skripsi ini juga dibahas kehamilan di 

luar nikah dapat menjadi sebab dari adanya dispensasi perkawinan. 

Karena tersebut oleh Pengadilan Agama ditetapkanya Dispensasi 

Perkawinan. 

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada dasar pertimbangan hakim yang menggunakan kaidah fiqih yaitu 

mendahulukan menghindari keburukan diatas mencari kemaslahatan. 

Sedangkan perbedaaanya terdapat pada alasan pemohon melakukan 

                                                           
12

M. Khamdani akhyar, Analaisis Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkaiwnan A nak di Bawah 

Umur Akibat Hamil di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Tuban” (Skripsi—UIN Sunan Ampel 

Surabaya, 2006) 
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dispensasi nikah. Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa alasan 

pemohon mengajukan permohoanan dispensasi nikah dikarenakan calon 

mepelai hamil diluar nikah sehingga membutuhkan perlindungan untuk 

kemaslahatan anak yang ada dalam kandungannya tersebut. Lalu dalam 

penelitian ini alasannya karena kedua calon mempelai sudah bertunangan 

selama 2 bulan. 

3. “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Hakim PA Bojonegoro 

Tentang Dispensasi Kawin Tanpa Izin Orang Tua (penetapan no. 

0057/pdt.P/2007/pa. Bjn)”
13

, oleh Moh. Supardi. Sripsi ini menjelaskan 

tentang pertimbangan Hakim PA Bojonegoro mengabulkan permohonan 

dispensasi kawin tanpa izin orang tua di PA Bojonegoro antara lain 

bahwa antara keduanya tidak ada larangan melakuka perkawinan  

menurut hukum islam, syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan 

sudah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon mempelai wanita belum 

mencapai umur 16 tahun. Di tinjau dari perundang-undangan perkawinan 

di Indonesia, perkara dispensasi kawin tanpa izin orang tua dalam 

penetapan no. 0057/pdt.P/2007/pa. Bjn memiliki dua kemungkinan yang 

pertama, apabila perkawinan yang dimintakan dispensasi tersebut belum 

dilaksanakan maka dapat dilakukan pencegahan perkawinannya sesuai 

                                                           
13

Moh. Supardi, “Studi Analisis HukunIslam Terhadap Penerapan Hakim PA Bojonegoro Tentang 

Dispensasi Kawin Tanpa Izin Orang Tua (penetapan no. 0057/pdt.P/2007/pa. Bjn)” (UIN Sunan 

Ampel Surabaya, 2008) 
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dengan pasal 13 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

Kedua, apabila perkawinan yang dimintakan dispensasi tersebut sudah 

terlanjur dilakukan maka perkawinannya dapat dibatalkan sesuai dengan 

pasal 22 Undang- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

Skripsi diatas menjelaskan bagaimana dispensasi kawin tanpa izin 

orang tua diberikan kepada calon mempelai yang usianya belum 

mencapai usia perkawinan yakni untuk mempelai perempuan berumur 16 

tahun. Sedangkan letak perbedaan dalam skripsi yang ditulis oleh penulis 

lebih cenderung membahas mengenai bagaimana analisis kaidah fiqhiyah 

terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah tanpa 

ada kondisi darurat. 

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai perbedaan yang 

mendasar dengan penelitian sebelumnya. Titik perbedaan penelitian ini 

adalah pada fokus bahasan atau kasus yang diperiksa. Penelitian ini 

membahas tentang Analisis Kaidah DaruratSebagai Pertimbangan Hakim 

Menerima Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Nomor 

0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas diPengadilan 

Agama Pasuruan yang belum pernah dibahas pada peneliti-peneliti 

sebelumnya. Akan tetapi yang menjadi persamaan adalah 

permasalahannya seputar Dispensasi Nikah anak di bawah umur. 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian 

ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim menerima permohonan  

dispensasi nikah dalam penetapan no. 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 

0206/Pdt.P/2019/PA.Pas 

2. Mengetahui analisis kaidah darurat terhadap izin dispensasi nikah dalam 

penetapan no. 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas  

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bisa memberikan 

manfaat dan kegunaan serta memberikan konstribusi kepada instansi yang 

terkait dengan tinjauan hukum positif dan hukum islam, bagi pemohon 

dispensasi nikah, dan para pembaca terlebih bagi penulis.  

Kegunaan hasil penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1. Secara Teoritis 

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan informasi bagi khasanah keilmuan khususnya ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan penyelesaian kasus-kasus 

dispensasi nikah yang berkaitan dengan hukum positif dan hukum 

islam. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan reverensi bagi peneliti-

peneliti lain yang ingin mengkaji masalah ini. 
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2. Secara Praktis 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan 

manfaat dan pengetahuan  yang berguna bagi masyarakat dalam 

upaya pelaksanaan perkawinan dibawah umur yang sering terjadi di 

kalangan masyarakat. 

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang pengertian yang 

bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa 

dijadikan acuan dalam penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam 

menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui 

penelitian.
14

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis 

mendefinisikan beberapa istilah, diantaranya : 

1. Kaidah adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman manusia dalam 

bertindak 

2. Darurat adalah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat 

kepada diri manusia, yang membuat dia kuatir akan terjadi kerusakan 

(dharar) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, 

akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tak dapat 

tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang 

diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannyaguna menghindari 

                                                           
14

Ibid, 9. 
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kemudharatan yang diperkirakannya dapat menimpa dirinya selama tidak 

keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara’. 

3. Dispensasi nikah adalah keringanan atau kemudahan dalam perkawinan 

yang diberikan pada calon suami atau calon istri yang batas usianya 

belum mencapai batas usia minimum dan belum dewasa berdasarkan 

Undang-undang Perkawinan.
15

 

H. Metode Penelitian 

Agar penulisan skripsi dapat tersusun dengan benar, maka penulis 

perlu menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
16

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan 

(field research) dimana serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data dilapangan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan 

penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut : 

1. Data yang dikumpulkan 

a. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dalam 

penetapan nomor 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 

0206/Pdt.P/2019/PA.Pas 

b. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan dispensasi 

nikah 

                                                           
15

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),  102. 
16

Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 2. 
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c. Pengertian dan tujuan dalam perkawinan  

d. Batas usia nikah dalam hukum positif di Indonesia 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

a. Sumber Primer  

Sumber primer yakni data yang bersifat utama dan penting 

untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan 

berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data primer yang dipakai, 

yaitu : 

a) Salinan penetapan Pengadilan Agama Pasuruan No. 

0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas 

b. Sumber Sekunder 

Data ini bersifat menunjang dan membantu penulis dalam 

melakukan penelitian yang memberikan penjelasan, memperkuat dan 

mendukung untuk lebih menguatkan sumber data penulis.
17

Antara lain 

adalah : 

1) Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, Drs. Urip, M. H. 

2) Intruksi Presiden No. 1/1991 tentangKompilasi Hukum Islam 

(KHI) 

3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

                                                           
17

SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktek(Jakarta: PT RinekaCipta, 2002), 

129. 
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4) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2002 

5) Undang-Undang No. 50 taun 2009 perubahan dari Undang-

undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pegumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data.
18

 Selanjutnya dari data yang berhasil dikumpulkan 

maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode sebagai berikut : 

a. Dokumentasi  

Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.
19

 

Penggalian data ini dengan cara menelaah dokumen penetapan 

Pengadilan Agama Pasuruan no.0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 

0206/Pdt.P/2019/PA.Pas. 

b. Wawancara  

                                                           
18

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D..., 224. 
19

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT  Asdi Mahasatya, 2006), 158. 
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Proses memperoleh keterangan untuk tujuan dengan cara tanya 

jawab sambil bertatap muka antara penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang 

diwawancarai untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.
20

 

Dalam hal ini, melibatkan penulis yang ingin memperoleh informasi dari 

Majelis Hakim yang mengadili perkara Dispensasi Nikah dalam 

penetapan no.0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas. 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Untuk mensistematikan data yang telah dikumpulkan dan 

mempermudah penelitian dalam melakukan analisis data, maka peneliti 

mengelola data tersebut memalui beberapa teknik, dalam hal ini data 

yang diolah merupakan data yang telah dikumpulkan dari beberapa 

sumber adalah sebagai berikut:
21

 

a. Editing, yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. 

Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa dan 

mengecek data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, 

dan memperbaiki apabila masih ada hal-hal yang salah. 

b. Coding, yaitu pemberian kode dan pengkatagorian data. Peneliti 

menggunakan teknik ini untuk mengkatagorikan sumber data 

                                                           
20

Ibid, 234. 
21

Suharsimin, ProsedurPenelitian; SuatuPendekatanPraktik(Jakarta: PT Rieneka Cipta,2006),156. 
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yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan 

pembahasan penelitian ini. 

c. Organizing, yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikans 

umber data. Melalui teknik ini. Peneliti mengelompokkan data-

data yang telah dikumpulkan dan sesuai dengan pembahasan yang 

telah direncanakan sebelumnya. 

5. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang berkaitan dengan penetapan no. 

0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas. terkumpul  

maka penulis menganalisis data tersebut, metode yang digunakan 

adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode pemecahan 

masalah dengan mengumpulkan data dan melukiskan keadaan obyek 

atau peristiwa lalu disusun, dijelaskan, dianalisis dan 

diintersprestasikan dan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, 

yakni bermula dari hal-hal yang bersifat umum yaitu peraturan 

undang-undang yang mejelaskan tentang perkawinan, khususnya 

dalam hal dispensasi nikah.  

Selanjutnya konsep dasar itu digunakan untuk menganalisis 

hal-hal yang besifat khusus yaitu pertimbangan hakim serta dalil-dalil 

hukum yang digunakan dalam menerima permohonan dispensasi 

nikah bagi pasangan dibawah umur dalam penetapan Pengadilan 
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Agama Pasuruan no.0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 

0206/Pdt.P/2019/PA.Pas. yang akhirnya ditarik sebuah kesimpulan. 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dibutuhkan agar penulisan dalam penelitian 

ini lebih mudah dipahami dan lebih sistematis dalam penyususnannya. 

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut : 

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, Tinjauan umum tentang perkawinan dan kaidah fiqhiyah 

terkait darurat. Bab ini memuat penjelasan kaidah fiqhiyah terhadap kondisi 

darurat dispensasi nikah.  

Bab Ketiga, Penerapan kaidah darurat sebagai pertimbangan hakim 

dalam menerima dispensasi nikah dalam penetapan nomor 

0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas. Pada bab ini 

memuatpenjelasan mengenai perkara-perkara dispensasi nikah di Pengadilan 

Agama Pasuruan dan memaparkan penetapan no.0205/Pdt.P/2019/PA.Pas 

dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas dispensasi nikah serta dasar pertimbangan 

hukum majelis Hakim dalam menetapkan perkara tersebut. 
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Bab Keempat, Analisis Data. Bab ini memuat analisis kaidah darurat 

sebagai alasan-alasan pertimbangan hakim menerima permohonan dispensasi 

nikah dalam penetapan no. 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 

0206/Pdt.P/PA.Pas/2019. 

Bab Kelima, Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan diakhiri dengan 

saran serta rekomendasi yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan 

yang ada. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN KAIDAH DARURAT 

A. Konsep Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti 

membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau 

bersetubuh. Berasal dari kata an-nika>h} yang menurut bahasa berarti 

mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.1 Dalam 

perspektif ulama’ terjadi perbedaan definisi pengertian kata nikah, perbedaan 

tersebut antara lain :2 

a. Nikah menurut Hanafiah, menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi 

menurut arti majazi atau arti hukumnya ialah akad (perjanjian) yang 

menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang 

pria dengan seorang perempuan. 

b. Nikah menurut Syafi’iyah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal 

hubungan seksual antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi 

nikah itu artinya hubungan seksual. 

                                                           
1
Abdul RahmanGhozali, FiqhMunakahat(Jakarta: Prenada Media Group, 2003),  8. 

2
Mohd.IdrisRamulyo, HukumPerkawinan Islam (Jakarta: BumiAksara, 1996),1. 
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c. Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafad nikah 

yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk 

bersenang-senang.3 

d. Menurut Wahbah al- Zuhaily nikah adalah akad yang membolehkan 

terjadinya al-istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau 

melakukan wathi’, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita 

yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau persusuan.4 

Hukum asal perkawinan adalah ibahah (kebolehan). Setiap orang 

dibolehkan melakukan pernikahan selama tidak ada halangan untuk menikah. 

Selain halangan, hukum nikah juga berubah-rubah mengikuti kondisi yang 

dihadapi seseorang ketika melaksanakan perkawinan. Selain kondisi 

seseorang, terkadang pernikah juga tergantung dengan situasi yang menyertai 

suatu perkawinan. Oleh sebab itu, hukum nikah beragam bentuknya sesuai 

dengan penjelasan berikut:5 

1. Perkawinan hukumnya sunnah, apabila dipandang dari segi 

pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin, 

sekedar biaya hidup telah ada, maka sunnah melakukan perkawinan. 

Dalam kondisi ini, hukum nikah sangat disunnahkan. Pelaku 

pernikahan mendapat pahala atas perbuatan yang dilakukannya, dan 

                                                           
3
Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Study Kritis 

Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2004), 39. 
4
Ibid,..38. 

5
Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Surabaya: UINSA Press, 2014), 6. 
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tidak mendapatkan dosa dan juga tidak mendapat pahala apabila tidak 

melakukannya. 

2. Perkawinan hukumnya wajib. Perubahan hukum perkawinan menjadi 

wajib disebabkan  apabila seseorang telah memiliki biaya kehidupan 

yang cukup dan dipandang dari sudut pertumbuhan jasmani dan 

psikologinya sudah sangat mendesak untuk kawin. Pelaku diwajibkan 

melakukan pernikahan disebabkan munculnya resiko negatif dan 

kemungkinan terburuk apabila tidak melakukan pernikahan akan 

terjerumus kepada penyelewengan dan dosa. Kondisi wajib ini 

menunjukkan bahwa apabila pelaku tidak kawin akan mendapat dosa 

dan kalau dia kawin, maka dia dapat pahala, baik dia seorang laki-laki 

atau seorang perempuan. 

3. Perkawinan itu hukumnya makruh, apabila dipandang dari sudut 

pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum 

sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup, sehingga kalau 

dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan 

anak-anaknya. Maka makruh baginya untuk kawin, kalau dia kawin 

dia tidak berdosa dan tidak pula mendapat pahala, sedangkan kalau 

dia tidak kawin dengan pertimbangan yang telah dikemukakan itu 

tadi, maka dia akan mendapat pahala. 
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4. Perkawinan hukumnya haram, apabila seseorang laki-laki hendak 

mengawini seseorang wanita dengan maksud menganiayanya atau 

meperolok-olokkannya, maka haramlah bagi laki-laki itu kawin 

dengan perempuan bersangkutan. Kalau dia kawin untuk maksud 

terlarang itu berdosa walaupun perkawinan itu tetap sah. Sedangkan 

kalau dia tidak kawin dengan maksud terlarang itu maka dia akan 

mendapat pahala 

Bagi bangsa Indonesia perkawinan dinilai bukan hanya untuk 

memuaskan hawa nafsu biologis semata, akan tetapi perkawinan merupakan 

suatu hal yang sakral atau suci. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 1 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan 

pengertian dan dasar hukum perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : 

Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang dijelaskan dalam sila 

pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai 

hubungan erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya 

memiliki unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting untuk 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal mendapat keturunan yang juga 

tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan merupakan hak dan 

kewajiban orang tua.6 

                                                           
6
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), 288. 
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Oleh karena itu, Undang-Undang memandang bahwa suatu 

perkawinan bukan hanya perbuatan hukum saja, akan tetapi perbuatan agama 

juga. Maka perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang istri 

dengan seorang suami sehingga mengandung makna bahwa perkawinan 

adalah persoalan antara pihak yang satu dengan yang lainnya yang akan 

melangsungkan pernikahan dan menjadi seorang suami istri. 

Sementara menurut Hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) 

antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu 

harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan 

diterima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang 

saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah 

karena bertentangan dengan hadist nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan 

Ahmad yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang 

saksi.7 

Sedangkan menurut Intruksi Presiden No. 1/1991 Tentang Kompilasi 

Hukum Islam dalam hal perkawinandijelaskan bahwa pernikahan yaitu akad 

yang sangat kuat atau mis|>a|qon ghali>z{an untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk 

                                                           
7
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan (Bandung : Mandar Maju, 2007), 10. 
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mewujudkan kehidupan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan 

rahmah.8 

Dari beberapa penjelasan mengenai perkawinan menurut Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam diatas maka 

perkawinan itu adalah suatu ikatan / akad yang kuat (mis|>a|qon ghaliz{an) yang 

dilakukan pihak laki-laki (suami) dengan pihak wanita (sebagai istri) untuk 

membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia mendapatkan keturunan, 

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan Undang-

Undang yang berlaku di Indonesia dan disertai sifat-sifat keagamaan 

sehingga dapat terealisasinya keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan 

beragama.9 

2. Tujuan perkawinan 

Tujuan perkawinan adalah mengangkat harkat dan martabat 

perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan terutama pada zaman 

jahiliyah kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap 

saat diperjual belikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup 

karena dipandang tidak berguna secara ekonomi. Perkawinan juga bertujuan 

                                                           
8
Kompilasi Hukum Islam, 1. 

9
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan 
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untuk memproduksi keturunan agar manusia tidak punah dan hilang ditelan 

sejarah.10 

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam pada dasarnya dapat di 

perinci sebagai berikut : 

a. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita 

untuk memenuhi tuntutan hajat tabian kemanusiaan. 

b. Membentuk atau mewujudkan satu keluarga yang damai, tenteran 

dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang. 

c. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan 

keturunan serta menperkembangkan suku-suku bangsa manusia.11 

Pasal 1 undang-undang perkawinan juga menyatakan, bahwa 

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, 

tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah SWT untuk memperoleh 

keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah yang damai 

dan teratur12, dalam rumusan pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan : “Perkawinan 

menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau 

mitsaqon gholidhan untuk menaati perintah Allah SWT dan 

                                                           
10

Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandung : Pustaka Setia, 

2011), 42-43. 
11

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta : UII Press, 2011), 175. 
12

Achmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi yang beragama Islam (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 

1986), 30. 
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melaksanakannya merupakan ibadah”, dan perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 

rahmah.13 

Untuk mewujudkan tujuan pernikahan juga perlu diketahui adanya 

prinsip perkawinan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tujuan 

pernikahan diatas. Menurut Prinsip-prinsip perkawinan yang terdapat dalam 

Undang-undang perkawinan antaranya:14 

1. Suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk 

mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal, yaitu 

kesejahteraan spiritual dan material. 

2. Perkawinan dianggap sah bilamana dilakukan menurut hukum 

masing-masing agama, disamping itu tiap-tiap perkawinan 

harus dicatat menurut perundang-undangan. 

3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila 

dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan 

agama dariyang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami 

dapat beristri lebih dari seorang. 

                                                           
13

Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta : Gema Media, 2001), 103. 
14

Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga islam di Dunia Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), 172. 
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4. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon sumai istri 

itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan 

perkawinan. 

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang 

ini menganut prinsip untuk mempersukar tejadinya perceraian. 

6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga 

maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan 

demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan 

dan diputuskan bersama suami istri.15 

Didalam prinsip perkawinan nomor 4 calon suami istri itu harusmasak 

jiwa raganya, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinansecara baik 

tanpa berakhir dengan perceraian. 

Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa 

tanggungjawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang 

penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut 

belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong 

terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Karena pentingnya 

perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus 

                                                           
15

Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 34. 
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mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini 

berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan 

pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya 

ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita 

sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita 

pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara 

jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik(tubuh). 

Walaupun dalam aturan tertulis UU No. 1 Tahun 1974 melarang 

pernikahan di bawah usia 19 bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, 

namun Undang-Undang masih memberi celah untuk melangsungkan 

perkawinan tersebut. Yaitu dengan mengajukan izin dispensasi nikah kepada 

Pengadilan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UUNo.1 Tahun 

1974 dengan alasan alasan yang dapat diterima Pengadilan. 

3. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 

menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. 

Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya 

merupakan sesuatu yang harus diadakan dalam suatu acara perkawinan 

umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti 

perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya 

mengandung arti berbeda dari segi bahwa rukun yaitu suatu yang mesti ada 
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yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu 

tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan yang dimaksud 

dengan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menetukan sah dan 

tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian 

pekerjaan itu. Sah yaitu suatu pekerjaan yang memenuhi rukun dan syarat.16 

Dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa 

Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 

dan kepercayaannya itu, serta dalam konteks Indonesia Perkawinan harus 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan 

demikian perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi persyaratan 

tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak 

melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan 

perkawinan itu sendiri.17 

Rukun perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi 

tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan. 

Adapun yang termasuk rukun perkawinan menurut hukum perkawinan Islam 

sebagaimana yang tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hkum Islam adalah 

adanya pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan atau akad nikah yaitu 

                                                           
16

Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap (Jakarta : Rajawali Press, 

2010), 12. 
17

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta : UII Press, 2011), 175-176. 
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mempelai wanita dan pria, wali, saksi (dua orang) dan akad nikah berupa ijab 

qabul.18 

Perkawinan juga memiliki syarat yang harus dipenuhi untuk 

melaksanakannya. Syarat-syarat perkawinan yang di maksud yakni : 

1) Bahwa pernikahan dilarang antara orang-orang yang memiliki 

hubungan mahram baik yang bersifat selamanya maupun yang 

bersifat sementara. Mahram yang bersifat selamanya karena tiga hal :  

a. Hubungan nasab (darah) 

b. Hubungan rad}a>’àh (persusuan), dan  

c. Mus}a>harah (perkawinan) 

Sedangkan mahram yang bersifat sementara, antara lain : 

a. Pernikahan antara dua orang yang masih berhubungan per-iparan 

b. Pernikahan dengan perempuan yang sedang dalam masa iddah 

c. Pernikahan antara orang-orang yang sedang ihram haji/umroh 

d. Pernikahan beda agama 

2) Kedewasaan calon suami adalah keadaan fisik, psikis dan mental 

calon pengantin yang dianggap telah siap menjalani kehidupan 

berumah tangga. Kedewasan ini ditandai dengan sampainya seseorang 

pada usia tertentu yang menandai kedewasaannya. Undang-undang 

perkawinan No 1 tahun 1974 menentukan batas minimal usia (cukup 

                                                           
18

Ibid, 176. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33 

 

  

umur) untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun 

bagi perempuan. Penyimpangan dari ketentuan usia tersebut, maka 

orang tua dari yang berdangkutan mengajukan permohonan dispensasi 

nikah kepada pengadilan agama setempat. 

3) Persetujuan calon suami-istri. Persetujuan merupakan hak setiap 

orang yang akan melangsungkan perkawinan karena pada hakekatnya 

mereka itulah yang akan menjalani kehidupan rumah tangganya 

4) Izin wali adalah kerelaan orang tua terhadap rencana pernikahan 

seseorang yang berada di bawah perwaliannya, baik sebagai anak 

kandung, cucu, saudara maupun kemenakan. Wali nikah terdiri dari 

wali nasab dan wali hakim, mekanisme perwalian nikah di Indonesia 

adalah mengutamakan wali nasab dulu, apabila berhalangan karena 

sebab-sebab tertentu, juga karena enggan menjadi wali nikah (adlal) 

maka perwalian nikahnya berpindah kepada wali hakim melalui 

prosedur penetapan wali nikah di Pengadilan Agama. 

Pencatatan pernikahan bertujuan memberikan kepastian hukum 

melalui akte nikah sebagai autentiknya, agar terjamin ketertiban hukum di 

masyarakat. Bagi perempuan dan anak akte nikah memberi jaminan 

perlindungan hukum terhadap pernikahan yang telah dilangsungkan itu 

dengan segala akibat hukumnya.19 

                                                           
19

Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...... 32-33. 
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Sedangkan syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang 

Perkawinan tertuang dalam pasal 6, yaitu : 

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai 

b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum 

mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua 

c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua yang telah 

meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan 

kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup 

diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua 

yang mampu menyatakan kehendaknya. 

d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin 

diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang 

mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas 

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan 

kehendaknya. 

e. Dalam hal perbedaan pendapat orang-orang yang disebut dalam 

ayat 2,3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara 

mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam 

daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan 
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perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan 

izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam 

ayat 2,3 dan 4 pasal ini. 

f. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu dari orang yang bersangkutan tidak menentukan lain.20 

Ketentuan ini di atur dalam pasal 6 Undang-undang Perkawinan 

dimana ayat 1 dalam pasal ini memerlukan penjelasan yaitu : oleh 

perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk yang 

kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka 

perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan 

pernikahan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Disamping itu 

Undang-Undang juga menentukan tentang persyaratan umur minimal bagi 

calon suami dan calon istri serta beberapa alternatif lain untuk mendapatkan 

jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum terpenuhi maka 

bisa mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama.21 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV diatur tentang rukun dan 

syarat perkawinan sekalipun tidak tegas pembedaanya satu dengan yang lain. 

Pada pasal 14 menyebutkan apa yang biasa dalam dalam kitab fiqh tersebut 

rukun nikah. Dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : 

                                                           
20

Ibid, 177-178. 
21

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta : Rineka Putra, 1994), 41. 
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a. Calon suami 

b. Calon istri  

c. Wali nikah  

d. Dua orang saksi 

e. Ijab qabul 

Ketentuan mengenai calon mempelai hampir sama dengan apa yang 

diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.22 

B. Dispensasi Nikah 

1. Pengertian Dispensasi Nikah 

Pengertian dispensasi nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. 

Jadi, dispensasi merupakan kelonggaran terhadap suatu yang sebenarnya 

tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.23Sedangkan kata 

pernikahan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 

Sedangkan menurut Roihan A. Rasyid memaparkan bahwa dispensasi 

kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon 

mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan  perkawinan, bagi 

                                                           
22

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 67-70. 
23

Poerwadarminta.KamusUmumBahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), 88. 
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pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita belum mencapai umur 

16 tahun.24 

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah mengatur 

perizinan terkait batasan usia seseorang yaitu perkawinan hanya diizinkan 

jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak 

wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dari hal ini dapat 

diketahui bahwa batas usia untuk melaksanakan pernikahan yakni untuk 

perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun, dari penjelasan 

tersebut dapat dikatakan bahwa dispensasi nikah adalah suatu keringanan 

yang diperoleh oleh seseorang untuk melaksanakan pernikahan meskipun 

usianya masih kurang dari usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Melihat aspek hukum tampaklah bahwa 

perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melanggar Undang-

Undang, terutama terkait batas umur kawin.  

Perkawinan di bawah umur pada dasarnya melanggar ketentuan 

Undang-Undang sekaligus, yakni Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 

tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 

khususnya dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, berdasarkan pasal 3,4 dan 6 

                                                           
24

Raihan A. Rasyid, HukumAcaraPeradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 32. 
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memberikan hak-hak anak untuk tumbuh kembang dan beragama, namun 

dengan dilakukannya perkawinan dibawah umur maka melanggar ketentuan-

ketentuan tersebut, akibatnya dikhawatirkan anak tidak dapat tumbuh, 

berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 

karena beralihnya statusanak menjadi ibu rumah tangga. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya 

pembatasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun pria diharapkan 

lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian 

program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan 

dengan undang-undang ini. Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan 

dibawah umur dilarang keras dan harus dicegah pelaksanannya. Perncegahan 

ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan 

luhur dari perkawinan yang mereka langsungkan itu dari perkawinan yang 

telah mencapai batas umur maupun rohani. Sebagaimana telah dikemukakan 

pada poin terdahulu, bahwa Undang-Undang Perkawinan membatasi umur 

untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun 

bagi perempuan, penyimpangan umur dari batas umur minimal umur 

perkawinan ini harus mendapat dispensasi di pengadilan terlebih dahulu, 

setelah itu baru perkawinan dapat dilaksanakan. Pihak-pihak berkepentingan 

dilarang keras membantu melaksanakan perkawinan dibawah umur. 
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Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan itu dapat dikenai 

sanksi dengan peraturan yang berlaku. Tujuan perkawinan adalah salah 

satunya untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan 

suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang selalu mendapat taufik 

dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Agar hal ini dapat terlaksana, 

maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan, kematangan yang 

dimaksud disini adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam 

bertindak dan berfikir sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut 

diatas dapat terlaksana dengan baik.25 

2. Dampak terjadinya pernikahan dibawah umur 

Pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia 16 tahun bagi 

perempuan memiliki banyak mudarat, baik dampak fisik-biologis, psikologis, 

ekonomi, maupun dampak lainnya. Secara fisik-biologis, alat-alat repsoduksi 

anak di bawah umur masih dalam proses menuju kematangan, sehingga ia 

belum siap untuk melakukan hubungan seksual, lebih-lebih jika sampai hamil 

dan melahirkan. 

Dari hasil penelitian disebutkan bahwa kehamilan di usia muda dapat 

beresiko menderita kanker di masa yang akan datang, bahkan berdampak 

padakematian ibu. Selain itu, ruang panggul perempuan yang masih 

mudabelum cukup besar sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat 

                                                           
25

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2006), 11. 
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berputar untuk keluar. Hal ini akan mengakibatkan cacat bagi bayi, seperti 

bibir sumbing, fungsi tangan atau kaki kurang normal, atau bahkan resiko 

kematian pada bayi.26 

C. Kaidah-Kaidah Tentang Darurat 

1. Konsep Dasar Kaidah fiqhiyah 

Kaidah fiqh adalah rumusan-rumusan hukum yang bersifat umum dan 

dibentuk berdasarkan adanya kesamaan sebab-sebab hukum (ìllat) dan 

karakteristik persoalan. Atau dengan kata lain, kaidah fiqh merupakan 

rumusan general dari beragam persoalan hukum yang banyak jumlahnya dan 

memiliki keserupaan ìllat dan karakter hukum, serta berfungsi menjadi 

rujukan dalam menelaah persoalan-persoalan lain yang mempunyai ìllat 

serupa. Karena sifatnya yang umum dan general, maka kaidah-kaidah itu 

dikenal sebagai rumusan hukum yang bersifat kulliyah (universal), walaupun 

terkadang ada sebagian permasalahan yang menjadi pengecualiannya27 

Arti penting yang dimiliki oleh kaidah fiqh dapat dilihat dari dua 

sudut, pertama, dari sudut sumber. Dari sudut ini, kaidah merupakan media 

untuk memahami dan menguasai maqasid syari’ah, karena dengan 

mendalami beberapa nash dapat ditemukan persoalan esensial dalam suatu 

persoalan. Kedua, dari segi istinbath al hakam, kaidah fiqh mencakup 

                                                           
26

Rahma Pramudya Nawangsari, Nikah Dini dan Dampak KesehatanAlat Reproduksi Wanita (Rahim) 

Perspektif Hukum Islam (StudiTerhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta), SkripsiFakultas 

Syari’ahUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010, 57. 
27

Mukhlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (PT. Raja Grafindo Persada,1996), 98. 
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beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi.28 Oleh karena itu, kaidah 

fiqh dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan 

yang telah terjadi dan mungkin belum terjadi yang belum ada ketentuan 

ataukepastian hukumnya. 

Fungsi atau kegunaan dari kaidah fiqh yang dapat digunakan oleh 

orang-orang yang mempelajari hukum Islam di antaranya adalah:29 

1) Mempermudah dalam menguasai materi hukum, karena kaidah telah 

dijadikan patokan yang mencakup banyak persoalan. 

2) Kaidah membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang 

banyak diperdebatkan, karena kaidah dapat mengelompokkan 

persoalan-persoalan berdasarkan illat yang dikandungnya. 

3) Mendidik orang yang berbakat fiqh dalam melakukan analogi (ilhaq) 

dan takhrij untuk mengetahui hukum permasalahan baru. 

4) Mempermudah orang yang berbakat fikih dalam mengikuti 

(memahami) bagian-bagian hukum dengan mengeluarkanya dari tema 

yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu topik tertentu. 

5) Meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan menunjukkan 

bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling 

berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar. 

                                                           
28

Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2002), 25. 
29

Ibid, 28. 
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6) Pengetahuan tentang kaidah merupakan kemestian karena kaidah 

mempermudah cara memahami furu’ yang bermacam-macam. 

2. Kedudukan dan Urgensi Kaidah Fiqih 

Sebagaimana telah dikatakan bahwa kaidah fiqih adalah kaidah-

kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fiqih yang 

menjadi pedoman untuk menetapkan hukum setiap peristiwa fiqhiyah baik 

yang telah ditunjuk oleh nash yang sharih maupun yang belum ada nashnya 

sama sekali. Oleh karena itu dengan mempelajari kaidah fiqih seseorang telah 

mempunyai pedoman untuk menetapkan hukum untuk peristiwa tersebut. 

Disamping itu juga berfungsi sebagai tempat bagi para mujtahid untuk 

mengembalikan seluruh seluk beluk masalah fiqih dan sebagai kaidah (dalil) 

untuk menetapkan hukum masalah-masalah baru yang tidak ditunjuk oleh 

nash sharih yang sangat memerlukan untuk ditentukan hukumnya.30 

Dengan berpegang pada kaidah-kaidah fiqh, para mujtahid mereka 

lebih mudah dalam mengistinbathkan hukum bagi suatu masalah, yakni 

dengan menggolongkan masalah yang serupa dibawah lingkup satu kaidah.31 

Kaidah adalah suatu jalan untuk mendapat suatu kemaslahatan dan 

menolak kerusakan serta bagaimana menyikapi kedua hal tersebut. Karena 

                                                           
30

Miftahul Arifin, A. Faishal Haq, Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam (Surabaya: 

Citra Media, 1997), 284. 
31

Muclish Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum 

Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 104. 
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itu, setiap fuqaha’ selalu mempunyai kaidah kulliyah sebagai cerminan dari 

hasil ijtihad furu’nya dan mudah dipahami oleh pengikutnya. 

Urgensi kaidah fiqih sebenarnya masih banyak lagi, namun dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

a. Dengan menggunakan hukum asal berbagai cabangnya, seseorang 

betul-betul dapat mendalami fiqih dan menjadikannya mampu 

untuk menganalisis masalah. 

b. Dengan mempelajarinya, hal itu akan membantu penghafalan dan 

penetapan berbagai masalah yang berdekatan, dan mampu 

mencapai ketetapan hukum tanpa merasa lelah dan memerlukan 

waktu yang panjang. Hal ini sesuai dengan fungsi kaidah yaitu 

untuk menghadirkan serbagai macam hukum. 

c. Kebutuhan para penggali hukum fiqih untuk menghafal kaidah, 

dewasa ini semakin mendesak. Hal ini antara lain, karena semakin 

kompleksnya berbagai masalah dalam kehidupan.32 

3. Sistematika Kaidah Fiqih 

Pada umumnya pembahasan qawaidul fiqhiyah berdasarkan 

pembagian kaidah-kaidah asasiah dan kaidah-kaidah ghairu asasiah. Kaidah-

                                                           
32

Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 256. 
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kaidah asasiah adalah kaidah yang disepakati oleh Imam Mazhahib tanpa 

diperselisihkan kekuatannya, jumlah kaidah asasiah ada 5 macam, yaitu:33 

1) Segala macam tindakan tergantung pada tujuannya 

2) Kemudaratan itu harus dihilangkan 

3) Kebiasaan itu dapat menjadi hukum 

4) Yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan 

5) Kesulitan itu dapat menarik kemudahan. 

Sebagian fuqaha’ menambah dengan kaidah “tiada pahala kecuali 

dengan niat.” Sedangkan qa>i’dah ghairu asa>siyah adalah kaidah yang 

merupakan pelengkap dari kaidah asasiah, walaupun keabsahannya masih 

tetap diakui.34 

1. Pengertian Darurat 

Darurat sebagaimana maslahat, mempunya pengaruh dalam 

perubahan status hukum karena keduanya memang mempunyai kaitan yang 

sangat erat.  Hukum- hukum itu itu dapat diketahui baik dari nash al-Qur’an 

atau dari Sunnah. Kedua acuan ini dijadikan sebagai sumber orisinil hukum 

islam. Dalam praktek, terutama yang terjadi di Pengadilan Agama, pendapat 

masing-masing hakim sesuai dengan kitab fiqih yang dirujukinya. Hal ini 

akibat dari tidak adanya standar baku di Pengadilan Agama. Keputusan yang 

                                                           
33

Muclish Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum 

Islam, 105. 
34

Ibid, 106. 
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diambil oleh para hakim seringkali berbeda meskipun dalam kasus yang 

sama, sehingga dapat dikatakan subjektifitas hakim sangat tinggi.  

Darurat menurut bahasa dari kata dha-ra-ra yang berarti mudarat atau 

suatu musibah yang tidak dapat dihindari, atau tanpa ada yang dapat 

menahannya. Ibnu Faris dalam Mu’jam Maqayis al-Lugah mengatakan 

bahwa  ٌضٌّ ر  yang terdiri dari dua huruf yaitu الضا dan الَ اء mengandung 

tigapengertian pokok, yaitu pertama: خلافاالنفع (lawan kata manfaat), kedua : 

(berhimpunnya sesuatu) dan yang ketiga: القوة (kekuatan). Secara terminologi, 

darurat itu mempunyai banyak definisi yang telah dikemukakan oleh pakar 

hukum Islam, tetapi definisi-definisi tersebut hampir sama maknanya. 

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan definisi sebagai berikut: 

Darurat ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat 

berat yang menimpa manusia, yang membuat ia khawatir akan terjadi 

kerusakan atau sesuatu yang menyakitkan jiwa, anggota tubuh kehormatan, 

akal, harta, dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tidak ada 

jalan lain kecuali mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang 

diwajibkan atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari 

kemudaratan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar 

dari syarat-syarat yang ditentukan.35 Definisi yang dikemukakan oleh 

                                                           
35

Wahbah al-Zuhaili, Nazariyah al-darurah al-Syar’iyyah Muqarannah Ma’al-Qanun al-Wad’I (Cet. I; 

Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 71. 
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Wahbah al-Zuhaili ini mencakup semua jenis kemudaratan, yaitu 

kemudaratan yang berkaitan dengan makanan yang mengenyangkan dan 

obat, melakukan sesuatu perbuatan di bawah tekanan teror atau paksaan, 

mempertahankan jiwa atau harta dan sebagainya. 

Jadi darurat adalah sesuatu yang tingkat keperluannya mencapai 

tingkat yang paling puncak dan keadaan yang paling sulit, sehingga orang 

berada dalam bahaya yang mengancam jiwa, harta dan semisalnya. 

Dikalangan ulama ushul, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang 

membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan 

yang memenuhi syarat sebagai berikut:  

Pertama, kondisi darurat itu mengancam jiwa dan atau anggota 

badan. Hal ini berdasarkan ayat al-Quran surah al-Baqarah/2: 177, al-

Maidah/: 105, al-An’am/6: 145, artinya menjaga jiwa (Hifzu al-Nafs). 

Tampaknya, semua hal yang terlarang dalam rangka mempertahankan 

maqāṣid al-syarīʻah termasuk kondisi darurat dalam arti apabila hal tersebut 

tidak dilakukan maka maqāṣid al-syarīʻah terancam, seperti boleh memukul 

orang apabila akan merebut harta milik kita.  
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Demikian pula boleh menangkap dan menghukum pelaku pornografi 

dan pornoaksi adalah untuk menyelamatkan keturunan (Hifzu al-Nasl). 

Demikian pula memerangi pemberontakan (Hifzu al-Ummah).36 

Kedua, keadaan darurat hanya dilakukan sekedarnya dalam artitidak 

melampaui batas. 

Ketiga, tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukanyang 

dilarang. 

2. Kaidah tentang Darurat 

Setiap orang dalam hidupnya pasti tidak ingin tertimpa bahaya atau 

kesusahan. Pembawaan alamiah ini membuat kebanyakan manusia selalu 

beripikir pragmatis dan praktis. Ia selalu berupaya merengkuh 

kebahagiaan sepuas-puasnya dan berusaha menghindari bahaya sejauh-

jauhnya. Upaya yang demikian adalah perwujudan sifat manusiawi setiap 

orang dan dalam islam tidak menampilkan realitas semacam ini, 

melainkan mengadopsinya dalam bingkai-bingkai hukum yang apresiasif 

dan akomodatif. Hal ini bukan hanya sebuah ungkapan klise belaka. 

Sebagai bukti adalah makna yang terangkum dalam konsep kaidah ini, 

yang secara eksplisit memotivasi kita untuk membuang jauh-jauh semua 

bahaya (dlarar dalam segala bentuknya), bahaya bagi diri sendiri maupun 

bagi orang lain. Bahaya yang berwujud kesusahan, kesulitan atau 

                                                           
36

Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnati al-Syatibi, Al-Muwa>faqa>t Fi>Us{u>lal-Ah{ka>m, Jilid 

II (Beirut: Dar al-Ma’rifah lil al-Taba’ah Wa al-Nasyr, 1341 H), 4. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48 

 

  

kesempitan ruang gerak, baik di dunia manapun di akhirat, harus 

disingkirkan sedapat mungkin. 

Walaupun demikian, bukan berarti semua jenis kenikmatan dan 

kebahagiaan bisa dengan seenaknya direngkuh, dan semua hal yang 

terlihat berbahaya harus segera digusur dari seluruh aspek kehidupan. 

Sebab bisa jadi suatu hal yang kita nilai baik atau maslahah, ternyata 

berdampak negatif (mafsadah) bagi orang lain, bagi agama, bahkan bagi 

diri sendiri. Sebaliknya, terkadang hal yang kita nilai sebagai mafsadah 

ternyata mengandung banyak maslahah dan manfaat yang kekal dan 

abadi hingga di akhirat kelak. Karena itu, menjadi penting kiranya 

menelaah lebih jauh seluruh kajian kaidah ini, sebab didalamnya temuat 

batasan-batasan maslahah yang bisa dan harus diraih, serta kadar-kadar 

dharar yang harus dihindari. Dengan demikian, kita tidak akan terjebak 

oleh bujukan nafsu, yang terkadang menuntun kita untuk memandang 

mafsadah dengan maslahah atau sebaliknya hanya karena hal itu sejalan 

dengan selera syathaniyah.
37

Seperti penjelasan kaidah ini : 

  الضضََّ  رُ يُرَُ  رُ 

“Bahaya harus dihilangkan” 

Kaidah-kaidah yang merupakan cabang kaidah “al-Darar 

yuzal”,antara lain: 

                                                           
37

Maimoen Zubair, Formulasi Nalar Fiqh (Surabaya: Khalista, 2006), 209 
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a.  َ َضِ ا   َ َ  َ َ َ  َ 

“tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan” 

Para ulama berbeda pendapat tentang perkataan dharar dan dhirar 

yaitu: 

1. Al-Husaini mengartikan al-dharar dengan bagimu ada manfaat tapi 

bagi tetanggamu ada mudarat”.Sedangkan al-dhirar diartikan dengan  

bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain memudaratkan. 

2. Ulama lain mengartikan al-dharar dengan “membuat kemudaratan” 

dan al-dhirar diartikan membawa kemudaratan di luar ketentuan 

syari’ah. 

Contoh, jika seseorang tetangga membuat saluran air untuk rumahnya 

yang menyebabkan kerapuhan tembok (dinding) rumah tetangganya sehingga 

dapat membuatnya roboh, maka pembuatan saluran air ini tidak 

diperbolehkan karena alasan ini dan mengingat bahaya yang begitu jelas di 

dalamnya. 

Dari sini para ahli hukum dalam menetapkan asas hukum umum 

dalam perhubungan bertetangga rumah, bahwa kebebasan tetangga dalam 

menjalankan hak kepemilikannya dibatasi dengan keharusan tidak 

mendatangkan bahaya dan kerusakan yang nyata pada hak tetangganya.  

Dalam segala kondisi, seseorang tidak dapat dipaksa untuk 

menghilangkan haknya yang berpotensi menyebabkan kemudaratan bagi 
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orang lain (tetangganya) jika memang ia lebih dahulu ada sebelum 

sitetangga. Misalnya, jika seseorang menempati atau membangun rumah 

disamping pabrik roti yang telah berdiri sebelum ia menempati atau 

membangun rumah tersebut, maka ia tidak berhak menuntut penutupan 

pabrik tersebut dengan alasan efek negatif yang diterima dirinya. Hal itu 

dikarenakan ia sendiri yang memasuki wilayah bahaya dengan keinginan dan 

pilihannya sendiri. 

“Diambil mudarat yang lebih ringan diantara dua mudarat” artinya, 

apabila suatu perkara atau tindakan menyebabkan suatu bahaya yang tidak 

dapat dihilangkan kecuali dengan satu tindakan bahaya lainnya yang salah 

satu dari kedua bahaya tersebut lebih besar dari pada yang lainnya, maka 

bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan yang lebih kecil. Namun, apabila 

tindakan tersebut mendatangkan akibat yang lebih besar, maka tidak boleh 

dilakukan. 

Jika terkait dengan kemudartan umum (bahaya sosial), maka tidak 

lagi dilihat apakah penyebab bahaya tersebut terlebih dahulu ada atau baru, 

tetapi dalam keadaan apapun bahaya ini harus dihilangkan. Contohnya 

barang siapa yang membangun tenda besar ditengah jalan umum atau 

membangun jembatan yang mempesulit arus lalu lintas, maka ia dapat 
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diperintahkan untuk menghancurkannya, meskipun memakan waktu yang 

lama.
38 

b.  ِوْ رُووْ اَاض َ
 الضَ رُ وْ اَارُ  رُ ضِ ضِ رُ اا

 “Kondisi darurat akan memperbolehkan sesuatu yang semula 

dilarang” 

c. الضَ رُ وْ اَارُ  يُرُقَدضِ رُ بضِقَدَ ضِهَا 

“Keadaan darurat, ukuranya ditentukan menurut kadar 

kemudaratannya” 

 مَاارُبضِ وَْ  لضِلضضَّ رُ  وْ اَاضِ  يُرُقَدضَّ رُ بضِقَدَ ضِ هَا

“Apa yang dibolehkan kerenadarurat diukur sekedar kemudaratannya” 

Kedua kaidah di atas sesungguhnya membatasi manusia 

dalammelakukan yang dilarang karena kondisi darurat. Seperti telah 

dijelaskan bahwa melakukan yang haram karena darurat tidak boleh 

melampaui batas, tetapi hanya sekedarnya. 

Contoh: seorang dokter dibolehkan melihat aurat perempuan yang 

diobatinya sekedar yang diperlukan untuk pengobatan, itupun apabila tidak 

ada dokter perempuan. Seorang yang kelaparan hampir mati hanya 

bolehmakan yang haram sekedar menyelamatkan diri dari kematian, tidak 

bolehmakan sampai kenyang. 

d.  ْالضََ  رُ  يُرُ اَ رُ بضِقَدوْ ضِ ا ضِموَْ ااو 

                                                           
38

Nashr Farid Muhammad Washil, dkk, Qawa’id Fiqiyyah(Jakarta: Amzah, 2009), 17. 
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“Kemudaratan harus ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan” 

Tindakan Abu Bakar dalam mengumpulkan al-Quran demi 

terpeliharanya al-Quran; usaha damai agar tidak terjadi perang, usaha 

kebijakan dalam ekonomi, agar rakyat tidak kelaparan adalah di antaranya 

contoh penerapan kaidah tersebut.39 

e.  ْلضضََّ  ضِ ااَخَ و  الضضََّ  رُ ااََ ددُّ  يُرُ اَ رُ  ضِ

“Kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan 

yang lebih ringan”. 

Kaidah ini biasanya disingkat  Mengambil yang“  خذ   خ  الض    نا

mudharatnya lebih ringan” “Dilaksanakanya yang khusus untuk menolak 

kemudaratan yang umum”. Contohnya : apabila tidak ada yang ingin 

mengajarkan Agama, al-Quran dan Hadis dan ilmu yang berdasarkan Agama 

kecuali digaji, maka boleh menggajinya. Contoh lainya: sanksi-sanksi yang 

diterapkan berhubungan dengan maksiat (kejahatan) baik berupa sanksi 

hudud, kisas, diat, dan ta’zir, semuanya berkaitan dengan kaidah tersebut.40
 

 

                                                           
39

Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnati al-Syatibi, Al-Muwa>faqa>t Fi> Us{u>lal-Ah{ka>m, Jilid 

II (Beirut: Dar al-Ma’rifah lil al-Taba’ah Wa al-Nasyr, 1341 H),73. 
40

Ibid, 75. 
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BAB III 

PENERAPAN KAIDAH DARURAT SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM 

DALAM MENERIMA DISPENSASI NIKAH PADA PENETAPAN NO. 

0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas 

A. Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasuruan 

1. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Pasuruan 

Pengadilan Agama Pasuruan adalah salah satu penegak kekuasaan 

kehakiman bagi warga yang beragama Islam yang mencari keadilan pada 

tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan, yang 

terletak di JI. . H. Ir Juanda NO. 11 A Pasuruan. 

Dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 dinyatakan, bahwasannya 

peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat pencari keadian yang beragama Islam mengenai perkara perdata 

tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan Pengadilan Agama 

merupakan pengadilan tingat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama 

yang mana ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dijelaskan 

dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 pasal 2 ayat (1) menyebutkan 

bahwa tugas pokok pengadilan agama (termasuk Pengadilan Agama 

Pasuruan) adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan 

setiap perkara yang diajukan kepadanya. Untuk dapat terselenggaranya 
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tugas-tugas tersebut pengadilan agama berpedoman pada ketentuan 

peraturan Perundang-undangan, sebagaimana berikut: 

a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman 

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - 

Undang No. 1 Tahun 1974 

d. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah 

Milik. 

e. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 

f. Penjelasan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 

Agung. 

g. Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim. 

h. Undang-Undang No. 70 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 

i. Penjelasan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1989. 

j. SEMA No. 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 

1977. 

k. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam . 

l. Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang bea Materi. 

m. Peraturan pemerintah no. 10 tahun 1984 tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 
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n. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. 

o. SEMA No. S Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1983. 

p. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/004/SK/11/1992 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan 

Agama /Pengadilan Tinggi Agama 

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi dua daerah 

yaitu Kabupaten dan Kota Pasuruan dengan kedudukan secara astronomi 

berkedudukan antara 7’30’-7’40’ LS dan 112’30’-112’55’ BT.Batas wilayah 

kota pasuruan adalah sebelah utara dengan selat madura, sebelah timur 

dengan kabupaten probolinggo, sebelah selatan dengan kabupaten malang, 

sebelah barat kabupaten sidoarjo dan kabupaten pasuruan. 

Pengadilan Agama Kota Pasuruan termasuk pengadilan agama kelas 

1B, yaitu kelas dalam urutan kedua dalam klasifikasi pengadilan tingkat 

pertama. Wewenang Pengadilan Agama Pauruan ada dua, yaitu: 

a. Kewenangan Absolut 

Wewenang absolut atau dalam bahasa belanda disebut attributie van 

rechtsmacht merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian 

kekuasaan antar badan-badan Peradilan.
1
 Wewenang mengadili bidang-

bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi 

                                                           
1
Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan 

Praktek (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1997), 11. 
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kekuasaan yuridiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan 

muutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara.
2
 

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah 

sebagai berikut:
3
 

1) Perkawinan 

2) Waris 

3) Wasiat 

4) Hibah 

5) Wakaf 

6) Zakat 

7) Infaq 

8) Shadaqah dan 

9) Ekonomi Syari’ah 

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi 

kewenangannya, harus menganut asas personalitas keislaman.
4
 Seperti bunyi 

pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah 

salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang 

                                                           
2
Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Asministrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku ke-2 (Edisi 

2007), 62. 
3
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

4
Mahfud MD,Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan Agama dan 

Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40. 
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beragama Islam mengenai perkara tententu sebagaimana yang dimaksud 

dalam Undang-Undang ini”.
5
Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara 

harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, 

kedua belah pihak sama-sama beragama islam. 

b. Kewenangan Relatif 

Pengadilan agama pasuruan wilayah hukumnya meliputi dua daerah, 

yaitu kabupaten dan kota Pasuruan. Kabupaten Pasuruan terdiri dari 13 

kecamatan terdiri dari 198 Desa dan 2 Kelurahan 

Daerah Kota Pasuruan meliputi 4 kecamatan yang terdiri dari 34 

Kelurahan, yakni : Kecamatan Bugul Kidul yang terdiri dari 6 kelurahan, 

Kecamatan Gadingrejo yang terdiri dari 7 kelurahan, Kecamatan Purworejo 

terdiri dari 8 kelurahan, Kecamatan Panggungrejo yang terdiri dari 13 

kelurahan. 

2. Perkara dan permohonan yang ditangani pada tahun 2017 hingga 2019 di 

Pengadilan Agama Pasuruan. 

Pengadilan Agama Pasuruan merupakan salah satu pelaksanaan 

kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama 

islam, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima 

memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 

                                                           
5
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
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kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Pengadilan Agama Pasuruan merupakan tingkat pertama bertugas 

dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di 

tingkat pertama, antara orang-orang yang beragama islam dibidang 

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqoh, dan ekonomi 

syari’ah. 

Adapun dengan data perkara yang diterima dan diputus pada tahun 

2017 hingga tahun 2019 di Pengadilan Agama Pasuruan. Berikut perkara 

yang sering terjadi:
6
 

Jenis Perkara 
2017 2018 2019 Jumla

h diterima diputus diterima diputus diterima diputus 

Ijin poligami 5 3 3 3 5 5 13 

Cerai talak 546 502 567 525 569 526 1682 

Cerai gugat 1331 1251 1500 1459 1506 1426 4337 

Harta bersama 1 1 3 2 10 3 14 

Perwalian 11 7 11 11 20 19 42 

Asal-usul anak 13 12 16 15 29 28 58 

Isbat nikah 5 5 20 16 49 5 74 

Dispensasi 

nikah 
50 45 61 60 191 185 302 

Wali adhol 7 7 6 6 10 8 23 

Kewarisan 5 1 6 3 1 1 12 

Ahli waris 15 11 16 12 10 9 41 

 

 

 

                                                           
6
Data dari rekap perkara Pengadilan Agama Pasuruan 
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B. Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasuruan dalam 

beberapa tahun terakhir. 

1. Sekilas tentang Dispensasi Nikah 

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 1 ayat (2) 

sub g menyatakan : “Dispensasi Pengadilan Agama adalah penetapan yang 

berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun 

dan atau calon istri yang mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh 

Pengadilan Agama”. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Agama 

No. 3 Tahun 1975 menyatakan “Apabila seorang suami belum mencapai 

umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak 

melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan”.  

Roihan A. Rasyid memberikan pendapat bahwa dispensasi 

perkawinan adalah yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai 

yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria 19 

tahun dan wanita 16 tahun. Dispensasi nikah diajukan oleh para pihak kepada 

Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing pengajuan 

perkara permohonan diajukan dalam bentuk permohonan (Voluntair) bukan 

gugatan, bagi calon suami isteri yang beragama non Islam maka 

pengajuannya di Pengadilan Agama.
7
 K. Wantjik Saleh juga menulis bahwa 

apabila belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan diperlukan 

                                                           
7
Roihan A. Rasyid, HukumAcaraPeradilan Agama (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 1998), 32. 
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suatu dispensasi dari Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 

kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
8
 

Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) 

terdapat aturan umum tentang batasan umur minimal melaksanakan 

perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Adanya 

aturan tersebut karena perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara 

pria dan wanita sebagai suami isteri, haruslah dilakukan mereka yang sudah 

cukup matang baik dilihat dari segi psikologis maupun biologis. Demikian ini 

sangat penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga 

mencegah terjadinya perkawinan usia muda yang banyak mengakibatkan 

perceraian dan keturunan yang kurang sehat. 

Namun, dalam undang-undang masih memberi kelonggaran yaitu 

adanya penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 demi 

tercapainya perkawinan harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama 

berdasarkan permintaan dari orang tua kedua belah pihak sebagaimana yang 

dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “dalam hal penyimpangan 

ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan atau 

pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak 

wanita”. Dan hal ini dikuatkan dengan PMA No. 3 tahun 1975 dengan bunyi 

yang sama.  

                                                           
8
K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 26. 
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Ketentuan yang mengatur perihal dispensasi perkawinan ialah sejak 

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 

yangsecara lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 

1975, ketentuan-ketentuan tersebut yaitu:  

Pasal 12 menitikberatkan kepada dispensasi bagi anak yang belum 

mencapai umur minimum, yakni:  

a. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;  

b. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan 

belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana 

yang dimaksud pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974.  

Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang 

belum mencapai umur minimum, yaitu:  

a. Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun hendak 

melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari 

Pengadilan Agama.  

b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat 

(1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun 

wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat 

tinggalnya;  
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c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan 

berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan 

untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan 

Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;  

d. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon 

untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.  

2. Praktek dan jumlah Permohonan Dispensasi Nikah tahun 2017 hingga 

2019 di Pengadilan Agama Pasuruan 

Perkara dispensasi nikah yaitu permasalahan perdata yang diajukan 

dalam bentuk permohonan, permohonan ialah suatu syarat permohonan yang 

didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan 

terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Dalam permohonan ada 

istilah pemohonan dan termohon. Produk hukumnya disebut dengan ithbat 

(penetapan).
9
 

Proses awal pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan 

Agama dimulai dari meja satu. Ditempat ini permohonan diajukan, kemudian 

diperiksa kelengkapannya. Adapun permohonan itu antara lain berisi: 

a. Identitas para pihak dalam permohonan dispensasi nikah disebutkan, 

yang terdiri dari nama, umur, agama, pekerjan, tempat tanggal lahir dan 

kewarganegaraan 

                                                           
9
Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari’ah (Jakarta: Sinar Grafika, 

2009), 80. 
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b. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan 

yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan 

pemohon. 

c. Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon supaya dikabulkan 

oleh hakim.
10

 

Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama setelah 

kehendak untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh Pegawai Pencatat 

Nikah (PPN) ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan dengan alasan 

Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama setelah kehendak untuk 

melangsungkan pernikahan ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 

ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan dengan alasan belum 

terpenuhinya persyaratan perkawinan yakni salah satu atau kedua calon 

mempelai dibawah ketentuan umur perkawinan. 

Setiap permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama, pada 

umumnya dilengkapai syarat-syarat pengajuan permohonan. Adapun syarat-

syarat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan 

Agama antara lain:  

a. Pengantar dari RT/RW bagi calon mempelai  

b. Surat pengantar dari Lurah atau Kepala Desa  

                                                           
10

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 

40.   
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c. Pasangan calon pengantin harus lebih dahulu menyampaikan 

kehendak mereka selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum 

dilangsungkannya akad nikah. 

d. Pemberitahuan itu disampaikan kepada pegawai pencatat nikah 

(PPN) diwilayah atau ditempat dilangsungkannya perkawinan. 

Pemberitahuan itu dapat dilakukan dengan lisan oleh calon suami 

atau calon istri dan oleh wali mereka yang sah. Pemberitahuan 

tersebut memuat: nama, umur, agama, pekerjaan, dan tempat 

kediaman calon mempelai.  

e. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang menerima pemberitahuan 

kehendak nikah, harus memeriksa calon suami atau istri dan wali 

yang bersangkutan tentang kemungkinan adanya larangan atau 

halangan menikah yang akan dilangsungkan, baik berupa 

pelanggaran atas Hukum Perkawinan Islam atau berupa larangan-

larangan dari pemerintah yang berhubungan dengan pernikahan  

f. KTP calon mempelai pria dan wanita, dan KTP wali yang memuat 

keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal 

orang tua calon mempelai.  

g. Akta Kelahiran calon mempelai yang dimohonkan dispensasi 

kawin 

h. Kartu Keluarga (KK) orang tua calon mempelai 
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i. Surat keterangan sehat oleh dokter bagi kedua calon mempelai  

j. Izin dari orang tua bagi pasangan yang belum cukup umur  

k. Surat Penolakan dari KUA setempat, yang menyatakan penolakan 

untuk mencatatkan pernikahannya karena belum cukup umur 

untuk melangsungkan pernikahan.  

l. Surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan nikah 

yangdikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah di KUA setempat.  

Setelah permohonan diajukan, selanjutya meja 1 menaksir panjar 

biaya perkara, dibuatkan SKUM rangkap 3 dibayar ke kasir oleh pemohon 

untuk menbayar PBP (panjar biaya perkara). Kemudian berlanjut ke meja 2. 

Berkas perkara dimasukkan dalam register perkara dengan memberi nomor 

register sesuai dengan nomor SKUM. Kemudian diserahkan kepada ketua 

Pengadilan Agama oleh wakil panitera untuk diperiksa kelengakapan 

formalnya.  

Ketua Pengadilan Agama kemudian membuat penetapan majelis 

hakim dan dikembalikan kepada panitera. Panitera menunjuk panitera 

pengganti. Majelis hakim membuat penetapan hari sidang serta 

mengembalikan berkas ke meja 2. Meja 2 pun membuat surat panggilan 

sidang kepada pemohon dan calon mempelai yang akan dimintai dispensasi 

kawin beserta saksi-saksi guna melaksanakan sidang.  
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Setelah para pihak yang berperkara hadir melalui surat panggilan 

sidang, maka sidang pertama pun dapat dimulai. Persidangan permohonan 

dispensasi nikah pun sama dengan perkara voluntair lainnya, proses 

pemeriksaan bersifat sepihak (ex-parte) sederhana, yakni hanya 

mendengarkan keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan 

permohonannya, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan 

pemohondan tidak ada tahapan replik, duplik dan kesimulan. Dalam 

pemeriksaan tidak ada bantahan pihak lain. 

Pada tahap pembuktian, tidak semua alasan-alasan yang disampaikan 

oleh pemohon kepada Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi bagi 

calon mempelai yang belum mencapai umur kawin tidak begitu saja diterima, 

akan tetapi Pengadilan Agama akan meneliti, memeriksa dan menguji 

terlebih dahulu atas kebenaran ada tidaknya syarat-syarat untuk memperoleh 

dispensasi tersebut. Dalam memeriksa suatu perkara perana hakim sangatlah 

diperlukan untuk menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang 

dikemukakan oleh para pihak adalah benar-benar terjadi.  

Berikut ini merupakan data mengenai perkara dispensasi nikah yang 

diterima dan diputus di Pengadilan Agama Pasuruan mulai pada tahun 2017-

2019:
11

 

 

                                                           
11

Data dari rekap perkara Pengadilan Agama Pasuruan 
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Tabel 3.1 

Data perkara dispensasi nikah perkara yang diterima dan diputus 

 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa perkara dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Pasuruan selalu bertambah setiap tahunnya.Dan 

banyaknya pengajuan dispensasi nikah yang diterima pada tahun 2019 terjadi 

karena adanya perubahan batas usia nikah yaitu 19 tahun untuk calon suami 

dan 16 tahun untuk calon istri menjadi 19 tahun untuk calon suami dan calon 

istri dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974. 

Untuk permasalahan dispensasi nikah kebanyakan permohonan di 

Pengadilan Agama Pasuruan tersebut akan dikabulkan, karena hakim 

memiliki beberapa pertimbangan yang kuat dalam pengabulan permohonan 

tersebut. Tetapi pertimbangan yang hakim berikan akan berbeda-beda 

terhadap setiap permohonan, hal itu tergantung dari alasan hukum atau 

fakta-fakta yang terjadi.Penulis juga melakukan wawancara mengenai 

0

50

100

150

200

250

2017 2018 2019

Dispensasi Nikah

diterima

diputus



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

64 

 

pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Pasuruan, wawancara dilakukan dengan Bapak Urip selaku hakim anggota di 

Pengadilan Agama pasuruan yang menjelaskan: 

“Orang desa itu kalau sudah kelihatan anaknya sudah hamil duluan 

diluar nikah itu lebih malu ketimbang anaknya sudah besar tidak bisa baca 

tulis. Kalau sudah besar sekitar umur 15 tahun belum bisa baca tulis itu tidak 

masalah dan dianggap tidak terlambat, tapi kalau sudah hamil, susah. Mau 

dijadikan tidak hamil itu bagaimana? juga tidak bisa. Pikiran mereka  begitu. 

Di desa biasanya begitu ketika lamaran juga mendatangkan kyai, jadi setelah 

lamaran langsung diakad nikah oleh kyai tersebut, tujuannya supaya nanti 

kalaumereka berdua keluar, kesenggol , misalnya megang, tidak haram, gitu. 

Itu di desa masih kental”
12

 

 

Tidak sedikit juga pelaku dispensasi nikah dengan alasanagar harta 

warisan tidak jatuh atau tidak terbagi dengan orang lain.sehingga ada 

keluarga yang menikahkan anaknya dengan sanak keluarganya sendiri dan 

biasanya sudah dijodohkan sejak kecil. Pak Sondy selaku hakim anggota juga 

menambahkan bahwa :  

“ banyak sekali dipasuruan yang nikah karena perjodohan dari 

orangtua dan tidak munafik juga jika banyak perpisahan/perceraian karena 

perjodohan tersebut. Kita memeriksa dispensasi tidak sampai jauh ada apa 

sebaliknya, kita Cuma fokus jika dispensasi itu tidak menerjang hukum 

islam. Oleh karena itu, setiap orangtua dari kedua belah pihak harus diajak 

kepersidangan untuk menjamin jika kelak anak-anak yang masih dibawah 

umur tersebut dinikahkan terdapat kemadharatan, adat madurakan masih 

kecil-kecil dinikahkan karena keinginan orangtua, kalo jawa mayoritas 

karena MBA (Married by Accident) lain tempat lain adatnya.”
13

 

                                                           
12

Wawancara dengan hakimdi Pengadilan Agama pasuruan pada tanggal 15 oktober 2019  
13

Ibid 
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Disampaikan juga oleh bapak Aripin selaku ketua di Pengadilan 

Agama Pasuruan dalam permasalahan dispensasi nikah, yaitu :  

“mereka yang sudah lamaran dibolehkan kumpul. Baru lamaran sudah 

dianggap nikah, sering kumpul bareng Memang secara hukum islam diluar 

Undang-Undang, nikah itu batasannya cuman baligh. Itu yang paling sulit 

dihilangkan. Baligh sekarang ini wanita haid itu umur 12 tahun. Umumnya 

12 tahun karena pengaruh hp, makanan. Sehingga hormon mereka lebih cepat 

perkembangan produksinya sehingga tidak seimbang dengan umurnya. Kalau 

orang dulu diatas umur 17 tahun baru haid. Ini hukum kita tidak mengikuti 

perkembangan itu dan tidak mengikuti teknologi juga. Para hakim juga harus 

tetap punya terobosan hukum. Apakah kita akan turuti kehendak Undang-

Undang itu? kebutuhan masyarakat, dia akan menikahkan anaknya itu juga 

kebutuhan hukum, bukan kebutuhan Undang-Undang. Apalagi ada 

sandingannya hukum Islam yang batasannya harus baligh itu yang paling 

sulit.”
14

 

C. Permohonan Dispensasi Nikah dalam Penetapan Nomor : 

0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas. 

1. Deskripsi permohonan dispensasi nikah nomor : 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas 

dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas. 

M. Soleh dan Amik Sudaryanti selaku orangtua dari Muhammad 

Farid Afandi serta Chamim dan Siti Aisah selaku orangtua dari Nur 

Istiqomah yang surat permohonannya tertanggal 11 September 2019 

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan nomor 

:0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas dan diputus 

tertanggal 25 September 2019 oleh Drs. Urip, M.H sebagai Hakim Ketua 

Majelis, Andri yanti, S. H. I. Dan Sondy Ari Saputra, S. H. I., masing-masing 

                                                           
14

Ibid 
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sebagai Hakim Anggota, dan Humam Fairuzy Fahmi, S. H., M. H., sebagai 

Panitera Pengganti. 

Yang isi pokoknya adalah bahwa Sholeh dan Chamim hendak 

menikahkan anak kandung mereka yang bernama Farid umur 15 tahun 1 

bulan dengan Nur Istiqomah umur 14 tahun 8 bulan. Sholeh dan Chamim 

mengatakan jika pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di 

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Winongan Kabupaten Pasuruan, namun ditolak dengan surat nomor B-

154/KUA/13.09.12/PW.01/IX/2019. Karena, Farid belum mencapai umur19 

tahun dan Nur Istiqomah belum mencapai umur 16 tahun. Bahwa syarat-

syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik 

menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, kecuali syarat usiapihak pria yang belum mencapai 19 tahun 

karena Farid berumur 15 tahun 1 bulan dan syarat usia pihak wanita yang 

belum mencapai 16 tahun karena Nur Istiqomah berumur 14 tahun 8 bulan. 

Kedua orangtua Farid dan Nur Istiqomah menerangkan bahwa 

pernikahan tersebut sangat mendesak untuk diberlangsungkan karena kedua 

mempelai sudah bertunangan selama kurang lebih 2 bulan dan hubungannya 

erat sedemikian rupa sehingga kedua orang tua mereka khawatir akan terjadi 

pelanggaran terhadap larangan agama apabila mereka tidak segera 

dinikahkan. 
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Sholeh mengatakan jika Farid sudah aqil Baligh (dewasa) serta siap 

menjadi seorang suami atau kepala keluarga meskipun belum berumur 19 

tahun begitupun Chamim juga mengatakan Nur Istiqomah sudah aqil baligh 

(dewasa)serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga 

meskipun belum berumur 16 tahun. 

Bahwa antara Farid dan Nur Istiqomah tidak ada larangan untuk 

menikah, baik karena hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan. Farid 

berstatus jejaka dan Nur Istiqomah berstatus perawan. Farid juga 

mengatakan bahwa dia telah bekerja sebagai tukang bangunan dan 

mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2. 000. 000 (Dua Juta 

Rupiah). 

Dalam memperkuat dalil permohonannya, Sholeh dan Chamim di 

persidangan telah mengajukan bukti surat berupa: 

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk para pemohon atas nama Chamim 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 17 

Oktober 2017,dan atas nama M. Sholeh yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 25 Agustus 2012 bermaterai 

cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1); 

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aisah yang 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pasuruan tanggal 13 September 2012, dan atas nama 
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Amik Sri Sudaryanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 28 

Juni 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2); 

3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Chamim, yang 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten  Pasuruan tanggal 03 Juni 2016, dan atas nama M. Sholeh 

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten  Pasuruan tanggal01 Januari 2002,bermaterai cukup 

dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3); 

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/83/VIII/1986 tanggal 29 

Agustus 1986 atas nama Chamim bin Muhtar dan Siti Aisah binti 

Sapi’i, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Winongan Kabupaten Pasuruan, dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 

109/16/VII/2001 tanggal 06 Juli 2001 atas nama M. Sholeh bin M. 

Arifi dan Amik Sri Sudaryanti binti Sukandar yang dikeluarkan oleh 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, 

bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4); 

5. Foto copy Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-

154/KUA/13.09.12/ PW.01/IX/2019 tanggal 09 September 2019 atas 

nama Muhammad Farid Afandi dan Nur Iistiqomah yang dikeluarkan 
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oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten 

Pasuruan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5); 

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah 

nomor : 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas. 

Setelah mencermati maksud dan tujuan permohonan kedua orang tua 

Farid dan Nur Istiqomah sebagaimana yang dijelaskan berdasarkan salinan 

Penetapan Nomor : 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas 

tentang dispensasi nikah yang saya peroleh, tentu banyak sekali 

pertimbangn-pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam 

mengabulkan perkara tersebut. Diantaranya adalah mengenai kompetensi 

absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasuruan yang mana 

menuruthakimbahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama 

Pasuruan,dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku, maka secara formil dapat diterima. 

Berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3menjelaskan tentang identitas dan 

tempat tinggal kedua orang tua Farid dan Nur Istiqomah sebagai penduduk 

wilayah kabupaten Pasuruan. 

Berdasarkan bukti P.4 menjelaskan dan terbukti menjelaskan tentang 

status para pemohon sebagai suami-istri. 

Selanjutnya berdasarkan bukti P.5 terbukti terjadi penolakan 

perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama  Kecamatan 
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Winongan Kabupaten Pasuruan (Nomor : B-

154/KUA/13.09.1/PW.01/IX/2019) karena adanya salah satu syarat 

perkawinan yang belum terpenuhi, yaitu kurangnya usia perkawinan bagi 

kedua calon suami dan calon istri dari para anak pemohon yaitu anak para 

pemohon saat diajukan perkara ini belum berusia 16 tahun untuk calon istri 

dan 19 tahun untuk calon suami yang akan dinikahkan sehingga sampai hari 

ini anak para pemohon masih dibawah usia perkawinan, sedangkan 

berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, usia perkawinan 

bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dengan demikian terbukti 

bahwa usia Farid dan Nur Istiqomah belum memenuhi syarat untuk 

melakukan perkawinan. 

Selain dari beberapa pertimbangan hakim di atas, terdapat alasan 

yang mendasari hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Bahwasannya 

Farid dan Nur Istiqomah telah lama menjalin hubungan cinta bahkan sudah 

bertunangan selama kurang lebih 2 bulan sehingga orangtua mereka berdua 

sangat khawatir hubungan cinta anak mereka berdua akan membawa 

madlarat karena telah melanggar norma agama dan susila serta akan 

bertambah sulit pengawasannya jika tidak segera dinikahkan. Didalam 

permohonannya juga dijelaskan bahwaFarid telah bekerja sebagai karyawan 

bengkel dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,00- (Dua 
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Juta Rupiah). Dan mereka berdua menjelaskan kepada hakim bahwa mereka 

telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan antara keduanya tidak ada 

halangan untuk menikah secara syar’i.  

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis persidangan 

berpendapat bahwa hal tersebut merupakan keadaan darurat yang memaksa 

untuk dapat mengizinkan dilaksanakannya suatu perkawinan dan 

mengabulkan permohonan kedua orangtua Farid dan Nur Istiqomah sekalipun 

perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, majelis hakim menggunakan kaidah 

sebagai berikut: 

  ضَوْ رُ وْ ضَ ابِ  وْ    الضَ رُ وْ ضَ رُ  رُ بِ وْ رُ 

Artinya : “Keadaan darurat dapat menyebabkan dibolehkannya segala 

yang dilarang”; 

 

ضَ ضَ ابِ بِ 
  ضَ وْ رُ اوْ ضَ ضَ ابِ بِ  رُ ضَ دَّ  مٌ  ضَ ضَ   ضَ وْ بِ  ا

Artinya : ”Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari 

kemaslahatan”, 

 
Sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang 

diajukan mereka. 

Penggunaan dua kaidah diatas selalu digunakan oleh hakim dalam 

mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena dirasa dua kaidah tersebut 

sudah relevan dengan keadaan masyarakat di Kabupaten Pasuruan. 
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Bahwasannya  apabila permohonan dispensasi nikah tersebut tidak 

dikabulkan mereka dikhawatirkan akan melakukan hubungan badan di luar 

nikah yang tentu bila hal demikian terjadi, hakim juga merasa ikut 

menanggung dosa sebab tidak memberikan izin dispensasi nikah. Seperti 

pernyataan Pak Sondy salah satu hakim Pengadilan Agama Pasuruan, yaitu:  

“kebanyakan itu mbak, karena memang kondisi masyarakatnya 

begitu, ndak bisa dilarang. Kalau dilarang justru mereka nikah sirri atau 

kumpul kebo. Kita secara tidak lansung kan juga kebagian dosanya kan. Itu 

kondisional, disesuaikan kepada tabiat dan adat masyarakat setempat”
15

 

 

Pak urip selaku majelis hakim juga mengatakan bahwa :  

“kalau dicari ya masih ada tapi hakim menggunakan cuma itu 

mungkin sudah dianggap cukup yang lain mungkin dianggap sama”
16

 

 

Jadi, menurut hakim di Pengadilan Agama Pasuruan penggunaan 

dasar kaidah fikih sebagai alasan kaidah darurat dalam mengabulkan 

dispensasi nikah tersebut dianggap cukup. 

 

                                                           
15

Hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 22 mei 2020 
16

Ibid.  
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BAB IV 

ANALISIS KAIDAH DARURAT SEBAGAI ALASAN-ALASAN 

PERTIMBANGAN HAKIM MENERIMA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH 

DALAM PENETAPAN NO. 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/PA.Pas/2019 

A. Analisis Terhadap Deskripsi Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Nomor: 

0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/PA.Pas. 

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang 

diatur Undang-Undang. Dalam memberi putusan, seorang hakim harus 

menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum, yaitu penilaian hakim 

tentang segala sesuatu peristiwa, bukti-bukti yang diajukan, alasan-alasan 

hukum yang menjadi dasar, serta pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara. Hakim dalam 

mempertimbangkan dasar hukum yang akan dipakai untuk menetapkan suatu 

perkara tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang atau Hukum Islam. 

Namun seorang hakim diperbolehkan memutus perkara dengan ijtihadnya, 

selama tidak bertentangan atau tidak diatur secara pasti dalam Undang-

Undang maupun Hukum Islam.  

Segala yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak 

lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada 

masyarakat mengapa ia mengambil keputusan demikian, sehingga oleh 

karenanya mempunyai nilai obyektif. Sebagaimana telah disebutkan dalam 
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pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, 

perkara dispensasi nikah termasuk salah satu kompetensi absolut  Pengadilan 

Agama dibidang perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Pasuruan 

berwenang untuk menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah yang 

diajukan oleh para Pemohon sebagaimana salinan Penetapan Pengadilan 

Agama Pasuruan No. 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas. 

Adapun alasan-alasan yang disampaikan para pemohon kepada 

Pengadilan Agama Pasuruan untuk meminta izin nikah bagi calon mempelai 

yang belum mencapai umur minimal nikah menurut Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan tidak begitu saja diterima, karena hakim di 

Pengadilan Agama harus tetap meneliti, memeriksa dan menguji terlebih 

dahulu atas kebenaran ada atau tidaknya syarat-syarat untuk memperole izin 

tersebut. 

Dalam perkara ini, pertimbangan hukum bagi majelis hakim 

merupakan sesuatu yang harus ada dalam setiap penetapan. Dalam 

pertimbangan hukum juga digambarkan bagaimana hakim dalam menilai 

fakta-fakta yang diajukan oleh pemohon termasuk keterangan saksi dari 

ekdua belah pihak yang hendak menikah. pertimbangan hukum majelis hakim 

juga disusun secara berurutan dan rinci, yang memuat dasar-dasar hukum 

yang dipergunakan dalam menilai dan memutus perkara. 
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Sebelum mengambil keputusan, majelis hakim Pengadilan Agama 

Pasuruan terlebih dahulu melakukan pembuktian yaitu dengan memeriksa 

alat bukti yang dijadikan majelis hakim untuk meyakinkan dalil para 

pemohon. Dalam kasus ini alat bukti yang dijadikan majelis hakim untuk 

meyakinkan putusannya adalah sebagai berikut : 

1. Fotocopy penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dengan  Nomor : B-

154/KUA/13.09.12/ PW.01/IX/2019 tanggal 09 September 2019 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan 

Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya 

(bukti P.5). 

2. Akta autentik yang telah bermatrai  

3. Pengakuan dari para pemohon sekaligus kedua anak mereka yang 

dimintakan dispensasi nikah 

Alat bukti yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan perkara 

ini adalah bukti-bukti secara tertulis maupun lisan, yaitu dengan 

mendengarkan keterangan dari para pemohon dan akta autentik yang telah 

bermatrai. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum 

majelis hakim dalam menetapkan perkara tentang dispensasi nikah dengan 
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alasan darurat di Pengadilan Agama Pasuruan sudah sesuai dengan hukum 

acara perdata. 

Selain dari beberapa pertimbangan hakim di atas, terdapat alasan 

yang mendasari hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Bahwasannya 

anak para pemohon telah lama menjalin hubungan cinta bahkan sudah 

bertunangan selama kurang lebih 2 bulan sehingga para pemohon sangat 

khawatir hubungan cinta anak mereka berdua akan membawa madlarat 

karena telah melanggar norma agama dan susila serta akan bertambah sulit 

pengawasannya jika tidak segera dinikahkan. Hakim juga telah mendengar 

keterangan anak para pemohon keduanya telah siap untuk melangsungkan 

perkawinan dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah secara 

syar’i.  

Dan hakim menggunakan kaidah : 

 اوْ رَحوْ رُ وْ رَ ارِ  ترُبرِيوْحرُا  الضَّ رُ وْ رَ رُ 

Artinya : “Keadaan darurat dapat menyebabkan dibolehkannya segala 

yang dilarang” 

رَ رَاارِ رُ 
  رَ وْ رُ اوْ رَ رَاارِ رُ  رُ رَ ضَّ مٌ  رَ رَ   رَ وْ رِ  ا

Artinya : ”Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari 

kemaslahatan”, 
 

Untuk menjadikan dasar penetapan mengabulkan dispensasi nikah dengan 

alasan dalam keadan darurat. 
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Dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut, menurut 

penulis hakim hanya memandang kemaslahatan. Sedangkan dampak dan 

keterkaitan undang-undang perlindungan anak tidak dijadikan rujukan. Jika 

penetapan tersebut dilihat dari undang- undang perlindungan anak bahwa 

penetapan dispensasi perkawinan belum relevan. Karena dalam perkara 

dispensasi nikah tersebut calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-

laki juga masih tergolong anak-anak. Berdasarkan Undang- Undang 

Perlindungan Anak bahwa hak anak wajib untuk dipenuhi, termasuk hak 

untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 

Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002‚ bahwa orang tua berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, 

menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan 

minatnya. Serta orang tua berkewajiban kembali untuk mencegah terjadinya 

perkawinan usia anak.  

 Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan 

minat dan bakat. Pemberian ijin dispensasi nikah ini tidak sejalan dengan 

prinsip perkawinan menurut undang- undang perkawinan nomor 1 tahun 

1974 bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat 

melangsungkan perkawinan. Pada perkara dispensasi nikah disini kedua calon 
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suami istri masih berumur 15 tahun dan 14 tahun. Usia tersebut seharusnya 

sedang memperoleh pendidikan formal baik itu tingkat Sekolah Menengah 

Pertamma (SMP) ataupun Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga dengan 

dikabulkannya permohonan dispensasi nikah tersebut kebanyakan tidak lagi 

menempuh pendidikan formal. Menurut penulis orang tua memiliki peran 

yang sangat penting pasca pernikahan seorang anak, terutama pada peristiwa 

pernikahan dini yang melibatkan kedua mempelai yang masih belum matang 

secaran psikologis dalam menghadapi dan menjalani bahtera rumah tangga 

yang tak lepas dari banyaknya masalah yang ada. Orang tua memiliki peran 

penting untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pendidikan 

mengenai apa itu pernikahan beserta segala kemungkinan yang terjadi dalam 

pernikahan baik sebelum terjadi pernikahan maupun sesudah 

dilaksanakannnya pernikahan dini.  

B. Analisis Penggunaan Kaidah Darurat Terhadap Dalam Pertimbangan Hakim 

Pada Penetapan Nomor: 0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 

0206/Pdt.P/2019/PA.Pas 

Melihat alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan oleh hakim 

pengadilan agama pasuruan untuk menetapkan dispensasi nikah dengan 

alasan sudah bertunangan, penulis memandang bahwa ada beberapa pokok 

yang dijadikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah 

tersebut yaitu : 
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1. Menarik kemaslahatan 

a) Calon suami telah berpenghasilan cukup sehingga dianggap sudah 

bisa memberi nafkah istri dan keluarganya 

b) Calon istri juga dianggap mampu untuk menjadi istri dan pantas 

melakukan pernikahan 

c) Kedua calon mempelai saling mencintai 

Adanya rasa cinta dan kasih sayang yang ada pada calon mempelai 

menunjukkan bahwa antara calom mempelai telah ada kesepakatan untuk 

dapat hidup bersama sebagai suami istri. Dengan terdapatnya kesepakatan 

tersebut berarti telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu pasal 6 

(1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan 

atas persetujuan kedua calon mempelai. 

2. Menolak Kerusakan 

a) Bahwa hubungan mereka berdua sudah sedemikian eratnya dan 

dikhawatirkan akan melakukan perbuatan dosa atau berbuat zina 

Dengan terpenuhinya unsur kemaslahatan dan tidak adanya hal-

hal yang menimbulkan kemudharatan, maka penulis memandag 

bahwa penetapan tentang dispensasi nikah dengan alasam sudah 

bertunangan yang dikabulkan oleh pengadilan agama pasuruan 

jelas tidak bertentangan dengan hukum islam. 
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b) Dilihat dari kondisi calon suami pelaku dispensasi nikah yang 

telah bekerja mempunyai penghasilan yang cukup dan merasa 

khawatir dirinya akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka 

wajib hukumnya untuk menikah.Perkawinan hukumnya wajib, 

perubahan hukum perkawinan menjadi wajib disebabkan  apabila 

seseorang telah memiliki biaya kehidupan yang cukup dan 

dipandang dari sudut pertumbuhan jasmani dan psikologinya 

sudah sangat mendesak untuk kawin. Pelaku diwajibkan 

melakukan pernikahan disebabkan munculnya resiko negative dan 

kemungkinan terburuk apabila tidak melakukan pernikahan akan 

terjerumus kepada penyelewengan dan dosa.  

Dalam bab II sudah dijelaskan bahwa Darurat ialah datangnya kondisi 

bahaya atau kesulitan yang amat berat yang menimpa manusia, yang 

membuat ia khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakitkan 

jiwa, anggota tubuh kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya. 

Ketika itu boleh atau tidak ada jalan lain kecuali mengerjakan yang 

diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu 

pelaksanaannya guna menghindari kemudaratan yang diperkirakan dapat 

menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan. 

Definisi yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili ini mencakup semua 

jenis kemudaratan, yaitu kemudaratan yang berkaitan dengan makanan yang 
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mengenyangkan dan obat, melakukan sesuatu perbuatan di bawah tekanan 

teror atau paksaan, mempertahankan jiwa atau harta dan sebagainya. 

Jadi darurat adalah sesuatu yang tingkat keperluannya mencapai 

tingkat yang paling puncak dan keadaan yang paling sulit, sehingga orang 

berada dalam bahaya yang mengancam jiwa, harta dan semisalnya. 

Ketika dihadapkan dengan kasus diatas maka tingkat keadaan darurat 

yang dijadikan alasan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi 

nikah menurut penulis sudah tepat, dengan pertimbangan tersebut dapat 

melindungi salah satu dari lima tujuan hukum islam yaitu Hifdz{ Ad-Din 

(Memelihara Agama) di karenakan calon suami dan calon istri telah kuat 

keinginannya untuk menikah, juga keduanya telah berhubungan erat sehingga 

khawatir akan terjadi perzinahan.  

Sehingga memberi izin para pemohon untuk menikahkan kedua 

anaknya yang masih dibawah umur dan kaidah yang dijadikan dasar hakim 

yaitu: 

  رَوْ رُ وْ رَ ارِ  وْ   ترُبرِيوْحرُا  الضَّ رُ وْ رَ رُ 

Artinya : “Keadaan darurat dapat menyebabkan dibolehkannya segala 

yang dilarang”; 

رَ رَاارِ رُ 
  رَ وْ رُ اوْ رَ رَاارِ رُ  رُ رَ ضَّ مٌ  رَ رَ   رَ وْ رِ  ا

Artinya : ”Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari 

kemaslahatan”, 
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dalam mengabulkan penetapan ini sudah tepat. Tetapi, menurut penulis 

masih ada hal yang harus dipertimbangkan lagi untuk mengabulkan 

penetapan dispensasi nikah ketika menggunakan kaidah diatas.Ada kaidah 

yang lebih relevan dengan alasan hakim mengenai keadaan darurat sehingga 

lebih kuat dijadikan dasar untuk mengabulkan penetapan ini, yaitu: 

  الرَ رُ وْ رَ ارُ ت رُ رَ رِ رُ برِ رَ رَ رِهرَا

“Keadaan darurat, ukuranya ditentukan menurut kadar kemudaratannya” 

الضَّ رَ رِ  ارَ رَ وْ    الضَّ رَ رُ  ارَ رَ دُّ   رُ رَ  رُ  رِ

“Kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih 

ringan”. 
 

Ketika permohonan dispensasi nikah disini tidak dikabulkan maka 

menurut penulis penolakan ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan anak. 

Karena, memperhatikan berbagai dampak negatif yang kemungkinan 

ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur. Calon suami maupun calon istri 

dianggap belum siap untuk diberi tanggung jawab rumah tangga. Dan juga 

belum matang secara fisik dan psikis, sehingga akan mempengaruhi 

psiokologis dan psikososial. Seharusnya, Pengadilan Agama jangan gampang 

mengabulkan perkawinan dibawah umur. Karena bertujuan untuk menjadikan 

manusia yang lebih baik. 

Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi 

nikah dalam permohonan yang dikabulkan dengan mempertimbangan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

84 

 

kemaslahatan, yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan 

pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan 

terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan 

yang berlaku. Jadi dengan pemberian dispensasi perkawinan terhadap 

pasangan mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan pasangan 

mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi 

terhadap perkawinan di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan 

(manfaat) yang besar dan lebih baik daripada tidak diberikan dispensasi. 

Menurut penulis hakim dalam mengabulkan permohonan ijin dispensasi 

nikah hanya memandang kemaslahatan. Sedangkan dampak dan keterkaitan 

undang-undang perlindungan anak tidak dijadikan rujukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan kaidah “Keadaan darurat dapat menyebabkan 

dibolehkannya segala yang dilarang” dan ”Menolak mafsadat harus 

didahulukan dengan mencari kemaslahatan” dalam memberikan 

penetapan sudah sesuai dengan mas{lahah karena dalam putusan 

tersebut menyatakan jika permohonan dispensasi nikah tidak 

dikabulkan maka akan menimbulkan kekhawatiran yakni perbuatan 

zina maupun perbuatan yang dilarang oleh agama. 

2. Alasan Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan 

permohonan dispensasi nikah merupakan keadaan darurat menurut 

penulis sudah benar. Tetapi, penetapan keputusan hakim yang hanya 

mempertimbangkan kondisi darurat akan kekhawatiran adanya 

tidakan diluar nikah tidak mendapat dispensasi nikah tanpa 

memberikan aturan-aturan mengikat yang dapat menghindarkan 

mereka dari kemungkinan buruk pernikahan dini, adalah sebuah 

keputusan yang kurang adil dan bijaksana. Kaidah bahwa 

kemudaratan yang lebih berat perlu dihilangkan dengan 
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kemudharatan yang lebih ringan adalah sebuah kaidah yang tepat 

dalam kondisi darurat. Akan tetapi kaidah ini diterapkan apabila 

dispensasi pernikahan diberikan untuk menghindari kemudharatan 

yang lebih besar di awal (pra nikah), namun juga harus ada upaya 

untuk menutup kemungkinan-kemungkinan buruk atau kemudharatan 

yang tidak kecil di masa yang akan datang (pasca menikah) dalam 

bentuk peraturan atau sanksi. Dengan demikian, sepasang calon 

suami istri tidak bisa sembarangan dalam menjalani kehidupan 

berumah tangga meskipun belum cukup umur seperti yang diatur 

dalam perundang-undangan. 

B. Saran 

1. Kepada hakim Pengadilan Agama, agar jangan dengan mudah 

memberikan izin dispensasi. Walaupun ada kemaslahatan yang 

dicapai, namun juga harus menjaga hak-hak anak dan kesejahteraan 

anak. Karena ketika  anak mempunyai masa depan yang baik, maka 

mampu memajukan negara dengan baik pula. 

2. Untuk lebih memahami pertimbangan-pertimbangan hakim dalam 

pemberian putusan, sudah sepatutnya para mahasiswa khususnya 

Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga untuk lebih 

mempelajari lebih lanjut mengenai penerapan kaidah ushul fiqh 

sebagai pertimbangan putus. 
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